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ABSTRAK

Nama : WIDYA INDRAYENI
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Akibat Hukum Diterbitkanny@overnote oleh Notaris Terhadap

Pihak-pihak yang Berkejpegan Dalam Transaksi Kredit Perbankan.

Tesis ini membahas tentan@dvernote” yang sering juga dikeluarkan
Notaris.PPAT terutama berkaitan dengan permohonajfarRan Kredit pada
lembaga perbankaovernote sesungguhnya merupakan surat keterangan karena
Notaris/PPAT belum menuntaskan pekerjaannya yargitan dengan tugas dan
kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. Migaldalam permohonan
Perjanjian Kredit, apabila persyaratan untuk ketapan permohonan pengajuan
kredit belum lengkap secara keseluruhan, seperigerei dokumen penjaminan.
Adapun tujuan dari penelitian dalam tesis ini untilstuk mengetahui kepastian
hukum tentang covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT  untuk
kepentingan para pihak yang terlibat dalam trandaieslit perbankan dan untuk
mengetahui konsekuensi hukum bagi Notaris dan p#uak, bilamana pejabat
(notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam peswge@covernote menjadi Hak
Tanggungan. bentuk penelitian adalah secaedis normative. Dan dari
penelitianCovernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT bahwa suradtiayang
dijadikan objek hak tanggungan sudah berada datraiptaris/PPAT dan sedang
dalam proses penyelesaian di Kantor Instansi teti@dak bisa memberikan
kepastian hukum untuk kepentingan para pihak, lka@overnote hanya berisi
surat keterangan dan bukan produk hukum sebagéidgknan seperti SKMHT,
APHT, fiducia, personal garansi, borgtocht. Sehagovernote tidak mungkin
memilki kekuatan hukum yang mengikat secara hukilegal( binding) bagi
debitur pemberi hak tanggungan dan kreditur pengghak tanggungan.
Covernote hanya dapat dikatakan mengikat secara moral yangcuh
berdasarkan praktik dan kebutuhan kareosernote sendiri tidak termasuk
sebagai akta otentik yang dapat dijadikan alatibouiitaupun dibuat oleh Pejabat
Umum dalam hal ini Notaris/PPAT. Disamping itu cdal&lndang-undang jabatan
notaris/PPAT sendiri tidak dijelaskan tentang weaven dan tugas seorang
notaris/PPAT untuk membuabvernote. Konsekuensi hukum bagi Notaris dan
para pihak, bilamana pejabat (notaris/PPAT) tidipat atau gagal dalam
penyelesaiancovernote menjadi Hak Tanggungan adalah bahwa pihak yang
dirugikan nantinya adalah pihak kreditur, sedang#alpitur yang telah mendapat
pinjaman kredit dari Bank maka apabila jaminanrgraytata tidak bisa dijadikan
hak tanggungan maka debitur harus bertanggung jaatab jaminan yang
diberikannya, sedangkan bagi notaris serativernote hanya mengikatnya secara
moral saja, karena dikeluarkan atas permintaanphek.

Kata kunci :
Covernote, Kredit Perbankan.
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ABSTRACT

Name : WIDYAINDRAYENI
Courses : Master of Notary
Title . EffectCovernote publication of the Notary Law Against

The parties to the Staitdérs in Credit Transactions Banking.

This thesis discusses th&€dvernote" are often also excluded Notaris/PPAT
mainly concerned with the application for Loans lanking institutions.
Covernote actually a certificate for notary / PPAT has rintshed his work on the
tasks and authority to publish an authentic deex. éxample, in the petition
Credit Agreement, if the requirement to completeddrapplication submission is
incomplete as a whole, such as the guarantee dettuiifes purpose of this thesis
to study in order to find out about the legal cetiacovernote issued by the
Notary / PPAT for the benefit of the parties invadvin the banking and credit
transactions to determine the legal consequengethéonotary and the parties,
when the official (notary / PPAT) can not be ordee in the completion of a
Mortgagecovernote. juridical form of research is normative. And framesearch
Covernote issued by the Notary / PPAT that the letters warbjected to land
mortgages were in the hands of Notary / PPAT aedrathe process of resolving
the related Agency's Office can not provide legatainty for the benefit of the
parties, because it contains only a stater@enernote and not the product of law
as evidence of collateral such as SKMHT, APHT, didyu personal guarantees,
borgtocht. Saovernote not have the force of law may be legally binditegélly
binding) to the debtor giving mortgage holders amattgage lenderCovernote
can only be said to be morally binding that app@arshe practice and the need
for covernote itself is not included as an authentic act that @ used as
evidence, although made by the officials in thisecéhe Notary Public / PPAT.
Besides, the law office of notary / PPAT itself dowt explain about the powers
and duties of a notary / PPAT to mataernote. Notary and legal consequences
for the parties, when the official (notary / PPAIE) unable or fails in the
completion of a Mortgageovernote is that the injured party is a party later
lenders, while borrowers who have received loanmfthe bank guarantee if it
can not be be borne by the debtor's right to bporesible for the security they
provide, while the notary himsetbvernote only morally binding only, as issued
at the request of the parties.

Keywords:
Covernote, Credit Banking.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini jasa Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Aktaafip sudah begitu
akrab dalam kehidupan bermasyarakat di Indonealainhdapat dilihat dengan
banyaknya masyarakat yang sudah menggunakan jataidNePAT (Pejabat
Pembuat Akta Tanah) dalam setiap kegiatan masyargkiag berhubungan
dengan hal-hal yang bersifat perdata seperti gejaperjanjian, kuasa, waris,
perwalian dan lain sebagainya.

Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nmasilganggap sama
antara Notaris dan PPAT padahal di antara kedutargapat perbedaan. Hal ini
antara lain disebabkan notaris atau PPAT lazimmgbat oleh orang yang sama.
Pejabat tersebut kadangkala sebagai notaris darT RRRada orang yang sama.
Meskipun tidaklah selalu demikian. Notaris adalakjaBPat Umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenargen sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 20@d4rtg Jabatan Notatis
sedangkan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) addgbat Umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akia-akta otengkganai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak Milils S@tuan Rumah susun

Dilihat dari kewenangannya terdapat perbedaanarjeyatan Notaris dan
jabatan PPAT dalam melakukan perbuatan hukum. Kamgan bagi PPAT
mereka hanya dibolehkan membuat akta-akta atak tafeagai berikut yaitu :

1. Jual Beli atas tanah
Tukar menukar atas tanah
Hibah atas tanah
Pemasukan hak atas tanah ke dalam Perusahaamhbre

Pembagian Hak Bersama atas tanah

o ok w0

Pemberian hak Guna Bangunan/hak Pakai atas tarkamitia

! Indonesialndang-undang Jabatan Notayi§UJN nomor 30 Tahun 2004, Ps. 1
2 peraturan PemerintaReraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Baja
Pembuat Akta TanaNomor 37 Tahun 1998, Ps. 1

Akibat hukum..., Widya Indrayeni, FHUI, 2012 Universitas Indonesia



7. Pemberian Hak Tanggungan
8. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
Di pihak lainnya kewenangan yang dipunyai Notaebih luas dari pada
kewenangan yang dipunyai oleh PPAT vyaitu :
1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastggak surat di bawah
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan rtendtalam buku
khusus.
3. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangarupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarka&amd surat yang
bersangkutan
melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengahasinaya
memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan @e¢anbakta
membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

N o g k&

membuat akta risalah lelarg.

Selanjutnya ditentukan pula bahwa Notaris berwgnarembuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian ddetdpan yang diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yanghehklaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentaénjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan greaiean dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itk fdga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lamgy@itetapkan dengan undang-
undand.

Berdasarkan atas uraian di atas dapat dikatakhwabdNotaris adalah
pejabat umum yang berwenang membuat akta-aktans@kta yang menjadi
kewenangan PPAT, dan akta yang dikeluarkan olelariéotlan Pejabat Pembuat
Akta Tanah ini adalah akta otentik.

Di antara akta dan surat yang dibuat oleh NotaPi&/P, yang menarik
perhatian penulis adalah surat beruavernoté yang sering juga dikeluarkan

Notaris.PPAT terutama berkaitan dengan permohonafr®an Kredit pada

% Ibid., Ps.15
4 bid., Ps.14
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lembaga perbankarCovenotesesungguhnya merupakan surat keterangan atau
sering diistilahkan sebagai catatan penutup yaogadioleh Notaris.

Alasan Notaris/PPAT mengeluarkanCovernote biasanya karena
Notaris/PPAT belum menuntaskan pekerjaannya yargitan dengan tugas dan
kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. Migaldalam permohonan
Perjanjian Kredit, apabila persyaratan untuk ketapgn permohonan pengajuan
kredit belum lengkap secara keseluruhan, sepertgerai dokumen penjaminan.

Untuk  mengatasi  kekuranglengkapan ini  umumnya rista
menyelesaikannya melalui pembuat@overnote sebagai pemberitahuan atau
keterangan bahwa surat-surat Tanah Nasabah perkoddihmasih dalam proses
pensertifikatan ataupun masih dalam proses Royi& bama ataupun proses
pemecahan apabila sudah bersertifikat. Kondisidisebabkan tanah sebagai
objek jaminan belum mempunyai bukti kepemilikangyaah, belum didaftarkan
sehingga belum bisa dijadikan sebagai objek jamidatam bentuk hak
tanggungan. Proses pendaftaran hak atas tanabuessglang dilaksanakan pada
kantor Notaris (sekaligus PPAT) yang bersangkutan.

Atas persoalan kekuranglengkapan persyaratan btédrsebiasanya
Notaris/PPAT dapat memberikan keterangan berupat S@overnoté kepada
Pihak Bank berkenaan belum selesainya surat-amahtNasabah/Debitur namun
semua suratnya sudah berada di tangan Notaris digelesaikan.

Secara prose€overnotetidaklah sebagai unsur atau bagian dalam proses
pembuatan sertifikat hak tanggungan yang berakbirgdn pendaftarannya di
badan pertanahan. Meskipun demiki@overnoteini sering dijadikan sebagai
pengganti atas kekurangan bukti jaminan, sebaggampan sementara bagi bank
dalam mencairkan kredit. Dalam kondisi ini dap&batikancovernotemerupakan
bagian dari pembuatan sertifikat hak tanggungarbalSeovernote menjadi
bahagian dari proses terbentuknya dua peristiwaruwaitu perjanjian pinjaman

kredit dan perjanjian agunan/ jaminan hak tanggniga

® Damang, SH, Cover Note, http://Psycho-legal.bloggspm/2011/07/cover-note-oleh-
notaris.htm| diunduh 27 maret 2012, pukul 10.43 WIB
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Covernotesebagai surat keterangan notaris tidak hanyadtedalam
hukum jaminan berupa jaminan hak tanggungan, nmielainuga dalam bentuk
jaminan lainnya seperti jaminan dalam bentuk gadpgtik, maupun fidusia.

Hanya saja fokus pembahasan pada penelitian ibatees mengkaji
covernote sebagai surat keterangan Notaris/PPAT pada pesistproses
pembebanan hak tanggungan mengingat pencairant kokeh Bank dengan
jaminan hak tanggungan lebih sering menggunakewernote dalam proses
pencairan kreditnya. Pada Umumnya pihak Bank letghing dan terbiasa
mencairkan kredit yang disertai dengan jaminan temlggungan atas tanah.
Apalagi hak atas tanah sebagai jaminan bernilah@kos dan harganya tidak
pernah turun-turun, tanah tidak terlalu berpotenengalami penyusutan seperti
barang bergerak lainnnya. Pihak Bank cukup melakupamantauan dan
pengawasan terhadap objek jaminan ini seperti, gtahgi lokasi, batas-batas
dan dokumennya maka kepercayaan bank untuk meanakkedit tidak lagi
khawatir dan ragu. Sehingga fungsivernoteadalah untuk menerangkan bahwa
sertifikat hak tanggungan sebagai prasyarat jamknadit agar pihak Bank dapat
segera mencairkan kredit untuk kebutuhan debitsaloa@h. Tanpa jaminan yang
kuat pihak Bank akan mengalami kesulitan untuk geerbalikan jumlah piutang
yang tertahan pada debitur.

Jika dicermati tugas dan kewenangan Notaris maupBAT dalam
Undang-undang jabatan Notaris dan peraturan tersklaias tidak ada satu pun
yang menegaskan bahwa Notaris/PPAT dapat mengalu&kvernote untuk
menerangkan bahwa akta yang akan dikeluarkan no#ddm proses berjalan.
Artinya covernotebukanlah produk Notaris/PPAT berdasarkan undargiom
tentang Jabatan Notaris dan peraturan pemerintédmnigg PPAT.

Tidak ditemukan satu pasal pun dalam Peraturdatda Notaris dan
PPAT maupun Undang-undang yang dapat ditafsirkdvagse kewenangan
Notaris/PPAT untuk mengeluarkan surat keterangang ydisebut sebagai
covernote sedangkan dalam praktekny@vernote sering dikeluarkan oleh
Notaris/PPAT untuk kepentingan para pihak yang nmkrk@n. Oleh karena itu
perlu untuk diketahui bagaimana kekuatan mengilatogvernote Dengan
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melihat sepucuk surat berupavernote bisa dipercaya dan dijadikan jaminan
dalam pencairan kredit oleh pihak Bank.

Covernote bukanlah akta otentik, karena bukan produk resmi
notaris/PPAT dan tidak ditegaskan dalam undang-umpdzerihal kewenangan
Notaris/PPAT, untuk mengeluarkacovernote Apalagi dalam UUJN tidak
pernah ada satu pasal yang mengindikasikan sebétmiotentik, karena akta
otentik syaratnya haruslah bentuknya dibuat sederajan perundang-undangan
dan dibuat oleh dan dihadapan pajabat yang bergesadangkarcovernote
tidak memenuhi kriteria akta otentik tetapi ia harberupa “surat keterangan”
yang dikeluarkan oleh notari€Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris bukan
dijadikan sebagai bukti agunan, hanya sebagai p¢sugpada Bank yang akan
mengeluarkan kredit, minimal ada kepercayaan yamgabgun antara Bank
sebagai pemegang hak tanggungan kelak setelah rikgduasertifikat hak
tanggungan dari badan pertanahan.

Notaris/PPAT yang mengeluarkatbvernote tidaklah sembarang asal
memberikan surat keterangan mengenai jaminan deb#ibagai pemberi hak
tanggungan. Tentu saja pengeluarkeovernote tersebut ada konsekuensi
hukumnya, di samping dapat dipercaya pula olefalkpiBank untuk segera
mencairkan kredit debiturnya juga harus bisa mesgkan isi yang ada dalam
surat covernote yang dibuatnya. Jika jaminan hak tanggungan yasight
dikeluarkancovernotaya oleh Notaris/PPAT ternyata tidak dapat dilak&an
pengikatannya, hal ini dapat membawa permasalaharkethudian hari.
Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertankuk menindaklanjutinya
dalam bentuk penelitian atasovernote dengan judul AKIBAT HUKUM
DITERBITKANNYA  COVERNOTE OLEH NOTARIS TERHADAP
PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM TRANSAKSI
KREDIT PERBANKAN.”

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang telah dibahas pada&dakang, maka
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ttipalirumuskan sebagai
berikut:
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1. Bagaimana kepastian hukuegover noteatasjaminan hak tanggungan
yang diterbitkan oleh pejabat (Notaris/PPAT) unkéipentingan para
pihak?

2. Bagaimana konsekuensi hukumnya bagi Notaris daa péak,
bilamana pejabat (Notaris/PPAT) tidak dapat atagabadalam
penyelesaiacover notemenjadi Pembebanan Hak Tanggungan?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam melakykamelitian tentang
penerbitarcovernotani dalam perjanjian transaksi kredit perbankaal aok
1. Untuk mengetahui kepastian hukum tentangovernote yang
dikeluarkan oleh Notaris/PPAT untuk kepentingamappihak yang
terlibat dalam transaksi kredit perbankan.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi Notdas para pihak,
bilamana pejabat (notaries/PPAT) tidak dapat atagalg dalam

penyelesaiacovernotemenjadi Hak Tanggungan?

D. Kegunaan Penelitian.
Penelitian tentangovernoteni diharapkan memberikan kegunaan sebagai
berikut:
1. Secara Teoritis
Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ggebhgngan
studi ilmu hukum serta menambah bahan kepustakean hukum
khususnya tentang produk-produk notaris ataupunTP$&bagai akta
otentik khususnya atas kepastian hukzowernoteyang dikeluarkan
oleh notaris bagi kepentingan para pihak
2. Kegunaan praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan d@tmasukan bagi
pihak Bank dan calon nasabah yang menggunakanganaitas tanah
yang haknya belum terdaftar serta bagi mereka ymergecimpung
dalam pembebanan hak atas tanah sebagai jaminangsat hak atas

tanah tersebut belum terdaftar.
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E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah diketahui bahwa kewenangan ménakte adalah
kewenangan Notaris dan juga kewenangan PPAT. Raa pembuatannya akta
dapat dibedakan atas 2 (dua) bagian yaitu Aktdittdan Akta Dibawah Tangan.
Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentukgyditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang peajanan yang berwenang untuk
itu dimana akta itu dibudt.

Akta Otentik adalah suatu akte yang dibuat dengaaksod untuk
dijadikan bukti yang dibuat oleh seorang Pejabagyaerkuasa untuk itu dimana
akte itu dibuat, Menurut Pasal 1868 Kitab Undanglihy Perdata ada dua
macam akta otentik yaitu :

1. Dibuat Oleh Pejabat yang berwenang

Contohnya akta yang dibuat pejabat yaitu bila Nstarembuat suatu
perslag atau laporan tentang suatu rapat yang dihadirdara suatu
perseroan terbatas maka akta tersebuat termasatakedkta yang
dibuat Oleh Notaris.

2. Dihadapan Pejabat yang berwenang

Contohnya apabila dua orang datang kepada Notaeserangkan
bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjiamdarinta kepada
Notaris tersebut supaya dibuatkan suatu akte aggignfian yang
mereka sepakati. Maka akta ini adalah akta yangadildi hadapan
Notaris.

Dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Pexlktdakan bahwa
suatu akta otentik memberikan diantara para pihegefta ahli warisnya atau
orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatti yarkg sempurna tentang
apa yang dimuat didalamny&arena suatu akta otentik tidak hanya membuktikan
bahwa apa yang diterangkan oleh para pihak adakaharb tetapi juga

menerangkan bahwa apa yang diterangkan dalam dédahebendr

®Subekti, Prof, SHKitab Undang-undang Hukum Perdatzetakan ketujuh, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1975, Ps.1868

’ Subekti Prof, SH, Ps 1870.Hal.420.

8 Subekti, Prof, SHHukum PembuktiarCetakan ketujuh belas, Pradnya Paramita,
Jakarta, 2008. Hal. 28

Akibat hukum..., Widya Indrayeni, FHUI, 2012 Universitas Indonesia



Disamping itu suatu akta otentik mempunyai kekoata

1. Membuktikan bahwa antara pihak, bahwa mereka megkaa apa
yang ditulis dalam akta.

2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutamvédaungguh-
sungguh peristiwva yang disebutkan disitu telahaterjkekuatan
pembuktian material atau kekuatan pembuktian mengik

3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang Ipgisstan tetapi
juga pihak ketiga, maksudnya adalah bahwa aktdikteiga mengikat
pihak ketigd.

Jadi jelaslah berdasarkan uraian diatas bahwa a@kfatik adalah akta
yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, Pejabatmuivagi perjanjian pada
umumnya. Pejabat Umum dalam membuat akta sendariNataris dan PPAT,
jika berkaitan dengan perjanjian antara Bank derig@itur maka Pejabat yang
berhak membuat Perjanjian antara mereka adalahislstdangkan Pejabat yang
membuat akta jaminan antara Bank dan Nasabah ygeidgla jaminan mereka
berupa tanah dan bangunan adalah PPAT, jadi dalata perjanjian Kredit yang
diberikan oleh Bank selaku Kreditur kepada nasafsdéiku debitur terdapat dua
pejabat yang terlibat dalam perjanjian tersebutuybiotaris dan PPAT dimana
kewenangan mereka masing-masing berbeda.

Notaris adalah pejabat yang berwenang dalam mendkiat perjanjian
kredit yang terjadi antara debitur dan krediturasegkan PPAT adalah Pejabat
Umum yang berwenang dan ditunjuk untuk membuat pktaindahan hak atas
tanah yang terletak di daerah kerjanya, maka apathihubungkan dengan
pemberian kredit dari Bank kepada debitur maka PRAdg berwenang untuk
membuat hak tanggungan atas tanah yang menjadngamjang daerah kerja
PPAT tersebut sesuai dengan letak tanah jaminaelet. Namun adakalalnya
Notaris dan PPAT dijabat dan dipegang oleh satngoyang sama karena Notaris
dapat merangkap sebagai PPAT.

Covernotemeskipun bukan sebagai produk Notaris/PPAT squenaturan
perundang-undangan, namun cukup efektif dalam nidacakredit. Covernote

yang berisikan surat keterangan tentang belum aelgs suatu surat yang

® Subekti, Prof, SHHukum Pembuktiarhal 29-30
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nantinya dijadikan Hak tanggungan dalam sebuahapé kredit dikeluarkan
oleh seorang PPAT yang adalah Pejabat Pembuat A&teh yang diberi
wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atal,takta pembebanan hak
atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankaanigaikingar®

Hak tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelonasag dengan hak
mendahului, dengan objek jaminannya berupa hakdtak tanah yang diatur
dalam Undang-Undang Pokok AgratiaSedangkan hak tanggungan berdasarkan
Undang-undang Pokok Agraria adalah bahwa hak tamgggu adalah hak yang
dapat dibebankan atas hak milik, hak guna bangunak,guna usaffa Dan
apabila hak tanggungan belum terwujud maka berdkiketentuan tentang
hipotik, tetapi dengan adanya undang-undang haggtargan yang merupakan
perwujudan dari pasal 51 UUPA maka peraturan tenkaootik atas tanah sudah
tidak berlaku dan aturan yang berlaku adalah atoeatang hak tanggungan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 T&f86 tentang Hak
Tanggungan.

Pemberian dan pembebanan hak tanggungan haruslahutlii dengan
janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jpajunasan hutang yang
dituangkan dalam perjanjian terpisah dari perjanjidang piutang dan suatu
pemberian hak tanggungan haruslah dilakukan depgearbuatan akta pemberian
hak tanggungan yang dibuat di hadapan PPAT, sajié didaftarkan di kantor
pertanahan setempat paling lambat 7 hari setelading@tanganan akta pemberian
hak tanggungan. Jadi apabila dikeluarkanngaernoteyang merupakan surat
keterangan biasa yang dikeluarkan oleh seorangrisiotang nota bene adalah
PPAT sekaligus, karena adanya pekerjaan merekargasdn belum selesai, atau
hak tanggungan belum bisa diterbitkan dan didadiarddeh seorang PPAT yang
Notaris tersebut. Diperlukan pengaturan konsekuknkum untuk memberikan
kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungé&arh bagi pemberi dan
penerima kredit serta pihak yang terkait mendagalindungan melalui suatu

lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat membekkaastian hukum bagi

1% |ndonesialndang-undang tentang Hak Tanggungan atas TanaértzeBenda-benda
yang Berkaitan dengan TanaRomor 4 tahun 1996, Ps.1 ayat 4.

1 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&eri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan
Jakarta Kencana, 2005, hal. 13.

2 |ndonesialndang-undang Pokok agrari&lomor 5 Tahun 1960, ps.51
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semua pihak yang berkepentinganMenurut Abdullah Cholig, kepastian hukum
ini menuntut dipenuhinya hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat legalitas dan konstitusionalitas tindakan pemerintah dan
pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalarangka
konstitusi.

2. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai peataggkan tentang
cara pemerintah dan para pejabatnya melakukarkanda

3. Syarat perundang-undangan hanya mengikat waaggarakat setelah
diundangkan dan tidak berlaku surbq Retroaktif.

4. Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitaparsialitas, adil dan
manusiawi*

Apabila covernotetidak memberikan kepastian hukum, maka diperlukan

pengaturan yang lebih detil apakatovernote ini dapat atau tidak dapat

dikeluarkan oleh pejabat tertentu.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata caeaecahkan suatu
masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaaras@ati-hati, tekun dan
tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah péngetananusia, maka metode
penelitian dapat diartikan sebagai proses pringmsip dan tata cara untuk
memecahkan masalah dalam melakukan penetttian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merapauatu kegiatan
ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika p#amikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukumement dengan jalan
menganalisis dan memeriksa secara mendalam terHalp hukum tersebut,
untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan ataasaéahan yang timbul

13 Bekti Krestiantoro, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah dengaminhn
Hak Tanggungan di PT, BANK RAKYAT INDONESIA (Pe)sérbk Cabang Semarang.” (Tesis
Magister Kenotariatan Universitas Semarang, Sema2006) hal 5.

" Abdullah Cholig, Fungsi Hukum Dan Asas-Asas Dasar Negara Hukum,
http://pacilacapkab.go.id/artikel/ REFLEKSI-HUKUM.pdliakses pada tanggall Mei 2012.pkl
10.31 WIB.

!5 Soerjono Soekantdengantar Penelitian Hukundakarta, Universitas Indonesia (Ul
Press), 2005, hal 4.
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di dalam gejala yang bersangkutiriviengingat pentingnya metode penelitian
dalam menemukan, menentukan dan menganalisis suadalah, maka dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode penelgibagai berikut :
1. Bentuk penelitian
Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang $&goa hukum dan
sanksi hukum atas dikeluarkannyzovernote sehingga bentuk penelitian
adalahyuridis normative
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yaegsifatdeskriptif analitis
yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untaknggambarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikailkaagan teori-teori
hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yargyangkut dengan
permasalahan yang diteliti dalam tesis iRienelitian ini melakukan
analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitnganalisis dan
menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dagaih |mudah untuk
dipahami dan disimpulkan.
3. Sumber Data
Data berdasarkan tempat diperolehnya terbagi afde&d jenis yaitu data
primer dan data sekunder. Adapun data primer hdaidéa yang berisikan
pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui atauge, sedangkan data
sekunder adalah data yang berisikan informasi ngntzhan pustaka.
Penelitian ini lebih berdasarkan pada data skuridata sekunder dalam
penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bdh&um sekunder
dan bahan hukum tersier.
1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :
a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jababgarilsl
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tamggu
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8unal998

tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

'®Ibid,. hal 43
" Sri Mamudiji et alMetode penelitian dan Penulisan Huku@@akarta, Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 30
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d. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU NoTdlun
1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 teriRangankan.

e. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poké&kip
Agraria.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah :

a. Data sekunder yang bersifat pribadi yang didapatanlembaga
dimana penulis pernah bekerja

b. Data sekunder yang bersifat public yang didapatidah penulis
dari instansi pemerintahdh.

c. Tulisan para ahli, hasil seminar, jurnal ilmiah d@ainnya.

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber lain b&han-bahan

referensi lainnya untuk melengkapi sumber bahamummukprimer dan

bahan hukum sekundé&t.

4. Alat pengumpulan data.

Dalam mengumpulkan data untuk melengkapi hasil lg@me ini maka

dat

a-data yang digunakan dalam penelitian ini dieér dari beberapa

sumber diantaranya berupa studi dokumen, wawandanspengamatan.

5. Metode analisis

Me

analisis data secarkualitatif

tode analisis data yang penulis gunakan dalanelpien ini adalah

sendiri oleh penulis terhadap data-data yang penuliki.

G. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah

Bab | : PENDAHULUAN
berisikan tentang Latar Belakang, pokok-pokok peatahan,
Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Hgael dan
Sistematika Penulisan.
Bab Il : TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN
' Ipid,. hal 32
' Ibid,.hal 45
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memuat landasan teori, tentang perjanjian kreéinberian hak
tanggungan,covernote dan gambaran objek penelitian dan

analisis hukum

: KESIMPULAN DAN SARAN

berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakuldam saran-
saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagk pidag

berkepentingan.kesimpulan dan saran.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN MASALAH

A. TINJAUAN PUSTAKA.
1. Notaris.
1. Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejdbgara /pejabat
umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukgas-tugas Negara
dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi sny@pkepastian hukum
sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam har#&afzan.

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturarummang-undangan
tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang No&@oiahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notarifaladaejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenalgianya sebagaimana
yang dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang umirmbuat akta
otentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalaémdang-Undang Jabatan
Notaris. Dimana akta otentik merupakan alat buking/ memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mutlak bagi para piaag membuat perjanjian,
terutama apabila terjadi sengketa sehingga dapatiptakan kepastian hukum.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukotara para pihak
dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehinggaupakan suatu akta otentik.
la adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suasepfakun’

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur dlsidang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinmapagenai pengertian
Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatdi@mwa Notaris adalah
Pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktailotdan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang in

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikalaya@man hukum

kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-UndasgoN 30 Tahun 2004

*Tan Thong Kie Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notari&uku | (Jakarta :PT
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 16
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tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tangg&®k&ber 2004 dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norhd7. Dengan

berlakunya undang-undang ini, makReglement op Het Notaris Ambt in
Indonesia/ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. I8&®or 3) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Keberadaan notaris, secara etis yuridis, pada gaaiatur dalam rambu-
rambu Burgerlijk Wetboek(BW/Kitab UU Hukum Perdata), terutama Buku
Keempat dalam pasal-pasal sebelumnya, yang sdstgmatis merangkum suatu
pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagdakite

a. bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di manmendasarkan
suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa dan sebaliknya
terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);

b. bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dabemtuk otentik dan di
bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta g yatbuat
sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibleit atau di
hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat ekdaatu dibuat
(1866-1868 BW);

c. bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satuays yerwenang
membuat akta autentik (Pasal Heglement op Het Notaris Ambt
inindonesia/ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Staatst#60
Nomor 3 Tahun 1860).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertyhsig dibuat otentik
oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilay&ibrh perdata (pribadi/privat).
Ini berbeda dengan istilah "barang bukti” dalam tnakpidana atau "dokumen
surat” dalam hukum administrasi negara ataupun mutata usaha negara yang
biasa disebut dengan surat keputusbes¢hikking di mana termasuk dalam
wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis otentikagg dibuat notaris berbeda
maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan suratuUsgutyang dibuat oleh
badan atau pejabat tata usaha negara dalam mealksarfungsi untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di posaipun di daerah.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, sebagai prodkurh nasional, dan

secara substantif UU tentang Jabatan Notaris yangtersebut juga berorientasi
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kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalan{Sed&isbiad 1860:3), dan
karena itu kajian dalam penulisan ini tetap mendagpada UU No. 30 tahun
2004 tentang Jabatan Notaris dan dengan membarmdiagkpada Peraturan
Jabatan Notar{Staatbladl860:3).

2. Tugas dan wewenang Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menki#ivenangan dan
kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengatupan perundang-undangan
yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering tikaliul permasalahan
karena notaris tidak menjalankannya sesuai dengamatysan perundang-
undangan yang berlaku, seperti notaris tidak mankaln protokol notaris secara
baik dan benar seperti menghilangkan minuta aktg g@harusnya disimpan dan
dijaga oleh notaris, notaris dalam membuat aktaktichenjalankannya sesuai
dengan prosedur dan tata cara yang ditentukanlamdperaturan perundangan
seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapdaris dan tidak dihadiri oleh
para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidakvdygang membuat akta
tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tdrslebkan merupakan
wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notarisadalpembuatan akta otentik
seperti lupa mencantumkan para pihak maupun memalisor akta maupun
waktu dibuatnya akta. Hal-hal ini dapat membuatulet&n akta otentik menjadi
hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta dvabatangan sehingga
menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarlentiiah notaris diharapkan
dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjafatlgas jabatannya secara
baik dan benar sesuai dengan peraturan perundatapgan yang berlaku
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyaeakatap profesi notaris.

Secara epistimologis yang dimaksud Hak adalah “kekuasaan untuk
berbuat sesuatif’. Kewenangan notaris yang dimaksud disini adalabri@telah
ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebamainy

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN, Kewanahiptaris adalah

sebagai berikuf?

! Suharso dan Ana Retnoningsillkamus Bahasa Indonesalisi lux, Cetakan

kedelapan. (Semarang, Widya Karya, 2009), hal 161
2 pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris.
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1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengsaaiua perbuatan,

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehtyrara perundang-

undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yangeperkingan untuk

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastaumggal pembuatan

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinankdépan akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itk figg ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau oraimgylang ditetapkan

oleh undang-undang.

2) Notaris berwenang pula :

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftamdala
buku khusus;

membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan
mendaftar dalam buku khusus;

membuat kopi dari asli surat-surat di bawah targenipa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengart sura
aslinya;

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan akta;

membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan

membuat akta risalah lelang.

Wewenang utama notaris adalah membuat akta otetdjk, tidak semua

pembuatan akta otentik menjadi wewenang notarisalmya akta kelahiran,

pernikahan, dan perceraian yang dibuat oleh pejalmaselain notaris. Akta yang

dibuat notaris tersebut hanya akan menjadi aktatikie apabila notaris

mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkatyakig dibuat itu.
Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, damaotaris adalah

pejabat umum yang dapat membuat akta yang ditugasigpadanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai onag kepentingan
siapa akta itu dibuat.
Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notarisaktid
diperkenankan membuat akta untuk diri sendirij/s&tami, atau orang
yang mempunyai hubungan keluarga dengan notarik karena
perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lkeushawah
dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, skzma garis ke samping
dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untakseéndiri, maupun
dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara.kagsud dan
tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegajadirya tindakan
memihak dan penyalahgunaan jabatan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tesitpana akta itu
dibuat.
Menurut Pasal 18 UUJN, notaris mempunyai tempatudtekan di
daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan notaris puieli seluruh
wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Aktagaibuat di luar
jabatannya adalah tidak sah.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waknbuatan akta
itu.
Notaris tidak boleh membuat akta selama ia madihatau dipecat dari
jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh meahlalta sebelum ia
memangku jabatannya.
Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untukitasrakta notaris dan juga
merupakan dasdegalitas eksistensakta notaris, dengan syarat-syarat sebagai
berikut :
1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seppejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang diteatuloleh undang-
undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa aktaiiuat, harus

mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

2 G.H.S. Lumban TobingPeraturan Jabatan NotarjgJakarta: Erlangga, 1983. Hal.49-
50
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3. Kewajiban Notaris.

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajikkakan oleh notaris

yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka giakanggaran tersebut akan

dikenakan sanksi terhadap notaris. Kewajiban tetséiatur pada Bab 11l Pasal
16 dari UUJN, yaitu sebagai berikut :
(1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkéagji

a.

Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berkjildan menjaga kepentingan

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan mgaimya sebagai bagian

dari protokol notaris
Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, ataipatutakta berdasarkan

minuta akta

. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuamdahdang-undang ini,

kecuali ada alasan untuk menolaknya

. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yhogtrd/a dan segala

keterangan yang diperoleh guna pembuatan aktaisksugan sumpah/janji
jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) lulmenjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dédm jjumlah akta tidak
dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dajlat chenjadi lebih dari
satu buku, dan tahun pembuatannya pada sampuyl beta

Membuat daftar dari akta protes terhadap tidakayér atau tidak
diterimanya surat berharga

. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasatirut urutan waktu

pembuatan akta setiap bulan

I. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksudrdahuruf h atau daftar

nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar PWasiat Departemen
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kemataaridalam waktu 5
(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan bémikau

Mencatat dalam repertorium tanggal pengirimaftadavasiat pada setiap
akhir bulan
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k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang ndgepablik Indonesia
dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan najalaatan dan tempat
kedudukan yang bersangkutan

|. Membacakan akta di hadapan penghadap dengadirdibieh paling sedikit
2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada sag@iga oleh penghadap,
saksi, dan notaris

m. Menerima magang calon notaris.

(2) Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pgdt (1) huruf b tidak
berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta da@l@ntuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada a&3jadalah akta :

a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun

b. Penawaran pembayaran tunai

c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidakidenya surat berharga
d. Akta kuasa

e. Keterangan kepemilikan atau

f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundanguogain.

(4) Akta original sebagaimana dimaksud pada ayat@pat dibuat lebih dari 1
(satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, berdnkisl yang sama, dengan
ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kataakersebagai satu dan satu
berlaku untuk semua. .

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belunsdinama penerima kuasa hanya
dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimdagada ayat (1) huruf k
ditetapkan dengan peraturan Menteri.

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada Bgyauruf | tidak wajib
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akiak tidibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, damahzmi isinya,
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakaimdp&nutup akta serta
pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh pelagh&aksi dan notaris.

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimakswdayed (1) huruf | dan ayat (7)
tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya meggurkekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
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(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat @Bk tiberlaku untuk

pembuatan akta wasiat.

4. Larangan Notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatebi koridor-koridor
aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorangisdidak kebablasan dalam
menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab tenmadegala hal yang
dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang regegd@kan bertindak
sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemermthbatasi kerja
seorang notaris:

Pada Pasal 17 UUJN telah diatur mengenai tindakaakan yang dilarang
dilakukan oleh notaris, larangan tersebut meliputi

1. Larangan menjalankan jabatan di luar wilayalatanya.

2. Larangan meninggalkan wilayah jabatannya lelaih wjuh hari kerja

tanpa alasan yang sah.

3. Larangan melakukan rangkap jabatan dalam bexgagun.

4. Larangan melanggar hukum yang berlaku di Indanes
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di, atiapat dikatakan bahwa
kedudukan akta notaris sebagai alat bukti tertldigm sistem hukum Indonesia
merupakan akta otentik karena telah memenuhi sggeatt yang ada dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapilagevan dan fungsi notaris
dalam menjalankan jabatannya tidak memperhatikapekaskehati-hatian,
kecermatan dan kejujuran dapat juga berdampak perdanggungjawaban secara

pidana.

[I. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).
1. Pengertian PPAT

Dalam ketentuan Hukum Tanah Nasional yaitu Undandddg Pokok
Agraria No.5 Tahun 1960 mengatur bahwa semua Raralak Atas Tanah dan
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual balkar menukar, hibah,

** Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijake Notaris, Raih Asa Suksekakarta, 2009,
hal. 46-47.
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pemasukan dan perbuatan hukum pemindahan hak &ikeguali pemindahan
hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jikaullitkan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuamatyran perundang-
undangan yang berlaku.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian disinGAT sebagai
Warga Negara sekaligus Pejabat yang berwenang na¢rakia otentik mengenai
segala sesuatu perbuatan hukum berkaitan dengatihper Hak Atas Tanah,
tunduk pada hukum dan peraturan perundangan yarigkbbe Sebagaimana
tertuang dalam Pasal 1 angka 24 PP Nomor 24 Ta@8n tentang Pendaftaran
Tanah menyatakan PPAT adalah Pejabat Umum yangi déeenangan untuk
membuat akta-akta tertentu maksudnya yaitu aktarpEhan dan pembebanan
hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah rgudan akta pemberian
kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Selawaijib membantu kliennya
apabila ingin melakukan peralihan hak atas tanalgale tidak menyimpang dari
peraturan jabatannya sebagai Pejabat pembuat AdktahT PPAT mempunyai
tugas yang penting dan strategis dalam penyeleagggrendaftaran tanah yaitu
membuat akta peralihan hak atas tanah. Tanpa bektipa akta PPAT, para
Kepala Kantor Pertanahan dilarang mendaftar pesbuahukum yang
bersangkutaf®

PPAT sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan RetaleNo. 10 Tahun
1961 tentang pendaftaran Tanah, yang merupakanupmnapelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Di dalam peraturan tersebut PPA3etutkan sebagai pejabat
yang berfungsi membuat akta yang bermaksud menkadahak atas tanah,
memberikan hak baru atau membebankan hak atas tanah

PPAT sebagai pejabat umum yang ditegaskan dalaral Ratlndang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungstahah beserta benda-
benda yang berkaitan dengan tanah disebutkan balfRAT yang selanjutnya
disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wamwgmuntuk membuat akta

pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hakr@has dan akta pemberian

25

Boedi Harsono,Tugas dan Kedudukan PPAT, (Jakarta: Majalah Hukuen d
Pengembangan Universitas Indonesia Edisi Desem®@5 No.6 Tahun XXVhal. 478
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kuasa pembebanan Hak Tanggungan “menurut perapgamdang-undangan
yang berlaku”. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996ehilis memberikan
ketegasan bahwa PPAT adalah pejabat umum dan bmmgemembuat akta
otentik. Akta otentik. Akta otentik yang dimaksudemurut Pasal 1868
KUHPerdata adalah : “suatu akta otentik ialah swdiia yang di dalam bentuk
yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh diiaadapkan pejabat umum
yang berkuasa untuk di tempat di mana akta dibaatny

Sehubungan dengan tugas dan wewenang PPAT menitgpaila Kantor
pertanahan dalam melaksanakan sebagian kegiatataftsan tanah dengan
membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pemdafperubahan data tanah,
dan sesuai dengan jabatan PPAT sebagai Pejabat Ummaka akta yang
dibuatnya diberi kedudukan sebagai akat otentika A AT dibuat sebagai tanda
bukti yang berfungsi untuk memastikan suatu p&resthukum dengan tujuan
menghindarkan sengketa. Oleh karena itu pembuétarharus sedemikian rupa,
artinya jangan memuat hal-hal yang tidak jelas sigak menumbulkan sengketa

dikemudian hari.

2. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban PPAT

Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagiant&egi@ndaftaran
tanah dengan memuat akta sebagai bukti telah #iaiya perbuatan hukum
tertentu, mengenai hak atas tanah Hak Milik Atasi&a Rumah Susun, yang
akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubaheaa plridaftaran tanah yang
diakibatkan oleh peraturan hukum itu. Perbuataruhukang dimaksud meliputi :

a) Jual beli,

b) Tukar menukar,

c) Hibah,

d) Pemasukan ke dalam perusahaaloréng,

e) Pembagian hak bersama,

f) Pemberian Hak Bangunan/ Hak Pakai atas TanahVhlak

g) Pemberian Hak Tanggungan,

h) Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1988atakan bahwa :
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“Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut PejabahbBat Akta Tanah
mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenaia perbuatan hukum
sebagaimana telah disebutkan di atas, mengenaatagktanah dan Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamadakerjanya. Pejabat
Pembuat Akta Tanah Khusus hanya berwenang membk&é Aengenai
perbuatan hukum yang disebut secara khusus peranmmyé”

Sehubungan dengan tugas dan wewenang PPAT menitgpaila Kantor
pertanahan dalam melaksanakan sebagian kegiatatafteran tanah dengan
membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pemdafperubahan data tanah,
dan sesuai dengan jabatan PPAT sebagai Pejabat Ummaka akta yang
dibuatnya diberi kedudukan sebagai akat otentik.

Akta PPAT dibuat sebagai tanda bukti yang berfunggsuk memastikan
suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkagketa. Oleh karena itu
pembuatan akta harus sedemikian rupa, artinya fanganuat hal-hal yang tidak
jelas agar tidak menumbulkan sengketa dikemudian ha

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37naB88 menegaskan
bahwa PPAT hanya berwenang membuat akta mengekaités tanah atau Hak
Milik atas satuan Rumah Susun yang terletak diyaitekerjanya.

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh PPAiIy Hulan setelah
pengambilan sumpah jabatan ditentukan dalam P&sdetaturan Pemerintah
No0.37 Tahun 1998 yaitu :

(a) Menyampaikan alamat kantornya, contoh tandgatancontoh paraf, dan
cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wildgatlan Pertanahan
Nasional Propinsi, Bupati/Walikotamadya Kepala RaeTingkat Il, Ketua
Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahag yélayahnya meliputi
daerah kerja PPAT yang bersangkutan.

(b) Melaksanakan jabatannya secara nyata.

PPAT harus berkantor di satu suatu kantor dalamatideerjanya dan wajib
Memasang papan nama serta menggunakan stempel bamgk dan

ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan. Selanjutista PPAT dibuat
dengan bentuk yang ditetapkan oleh Kepala Badata semua jenis akta

diberi satu nomor urut yang berulang pada permukataum takwim
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[ll. Perjanjian Kredit Bank. .
1. Pengertian Perjanjian.

Secara umum perjanjian mempunyai arti luas dan geBglam arti luas
suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yangimbualkan akibat hukum sebagai
yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk di daje@rperkawinan, perjanjian
kawin dan lain-lain.

Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian disini bBaditujukan kepada
hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekagaja seperti yang
dimaksudkan dalam buku Il KUPerdata. Hukum pergandibicarakan sebagai
bagian daripada hukum perikatan, sedangkan hukuikepsn adalah bagian dari
hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara p#éak di dalam
perjanjian adalah hubungan hukum dalam hukum kekayKarena perjanjian
menimbulkan hubungan dalam lapangan kekayaan, ™ajgat kita simpulkan
bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. ltulah balga dikatakan, bahwa
perjanjian adalah salah satu sumber utama periks¢gdimgga perjanjian tersebut
menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Inmmhedakan dari perjanjian-
perjanjian yang lain.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh padaudnm mengenai
perjanjian.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian perjanjiariada

‘suatu hubungan hukum kekayaan atau harta ben@aaadtia orang atau lebih
yang rnemberi kekuatan hak kepada suatu pihak untrkperoleh prestasi dan
sekaligus mewajibkan pada pihak lain tentang spegstasi®

Menurut Soebekti, gerjanjian’ adalah suatu peristiwva di mana seorang
berjanji kepada orang lain atau dua orang yang nsalimg berjanji untuk
melaksanakan suatu hal”’.22Suatu perjanjian jugandakan persetujuan, karena
dua orang pihak bersetuju untuk melakukan ses@ih karena itu, menurut
perkataan perjanjian dan persetujuan sama arti®gmang dalam Kontrak
lazimnya ditujukan perjanjian yang diadakan sedartulis atau yang diadakan

dikalangan bisnis (dunia usatfa).

%M. Yahya HarahapSegi-segi Hukum PerjanjiaBandung, Alumni, 1986, hal.6.
" SoebektiAspek-Aspek Perikatan NasionBandung : Alumni, 1996, hal 18
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2. Azas-azas Perjanjian
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting ry@nupakan dasar
kehendak para pihak dalam mencapai tujuannya. Asas-yang terdapat dalam
hukum antara lain sebagai berikut :
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Dengan adanya asas ini dalam hukum perjanjian nsakap orang
bebas untuk mengadakan perjanjian apapun baik gadgh diatur,
maupun yang belum diatur dalam undang-undang. iKetermengenai
asas ini dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KeyéHa yang
berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secarebedhku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Aséebkean
berkontrak dalam hal ini bukan berarti tidak addabannya sama
sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam mengasgtnjian
tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnyak tidertentangan
dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-gndan
b. Asas Konsensuil
Konsensuil berasal dari bahasa latin yaitu consengsang berarti
sepakat. Menurut asas ini, perjanjian itu terjagjals saat tercapainya
kata sepakat antara para pihak mengenai pokokngarna Sejak itu
perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.
c. Asas ltikad Baik
Perjanjian ini dijelaskan baik dapat dibedakan &bfdtikad baik, hal
ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdétead baik dapat
dibedakan antara itikad baik subyektif dan obyekittkad baik
subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran sesepdalam melakukan
suatu perbuatan hukum yaitu yang terletak padag ddedin seseorang
pada waktu dilakukan perbuatan hukum.
Sedangkan itikad baik obyektif artinya pelaksanaaatu perjanjian
harus didasarkan pada norma kepatutan atau apgaajadirasakan
sesuai dengan nilai kepatutan dalam masyarakat.
d. Asas Obligator
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Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang atimleh pihak-
pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kibaa saja, bukan
memindahkan Hak Milik. Hak Milik baru dapat berpaid bila

dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan

3. Syarat sah Perjanjian
Dalam perjanjian ada beberapa ketentuan-ketentu&annh yang harus
diperhatikan, yaitu mengenai syarat sahnya suafarnp@an, agar jangan sampai
terjadi suatu perjanjian yang batal demi hukum kargdak sah menurut undang-
undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdatapdt bahwa untuk sahnya
suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang harusrdipi, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Artinya para pihak yang membuat perjanjian telalpakat atau saling
menyetujui kehendak masing-masing yang dikeluaddah para pihak, baik
perjanjian itu dilakukan secara tegas, maupun di@m?® Menurut Pasal
1321 KUHPerdata suatu perjanjian dianggap tidak Isién terdapat unsur
paksaan, kekhilafan atau penipuan terhadap kesapakang telah dicapai.
Akan tetapi dalam hal-hal tertentu kata sepakah $slum cukup untuk
mengikat perjanjian yang telah dicapai dan disefpakarena ada syarat-syarat
yang harus dipenuhi, yaitu :

1) Syarat Formil, artinya suatu perjanjian baru giest bukan hanya
dengan kata sepakat, tetapi perjanjian tersebutishanemenuhi
formalitas tertentu yang harus dibuat secara tertidpabila syarat
tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian ini disaqgtjdak pernah ada.

2) SyaratRiil, artinya penyerahan merupakan syarat mutlak yamgsha
dipenuhi, selain kata sepakat, agar perjanjian mieyg kekuatan
mengikat.

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
Orang dapat dikatakan cakap dalam melakukan pembuaitkum apabila ia
dewasa (21 tahun) atau sudah menikah walaupunyasraasih di bawah 21

%% Ridwan SyahraniSeluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum PerdBendung : Alumni,
2000, hal. 214
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tahun. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bairamag yang tidak
cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1) Orang yang belum dewasa yaitu belum mencapai 26itahun/belum

menikah (Pasal 1330 KUHPerdata)

2) Orang berada di bawah pengampuardér curatelg

3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang diketapleh undang-

undang.

Berbeda dengan KUHPerdata, Pasal 39 ayat (1) tautuhdang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memyabibahwa seseorang
dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukummdalaatu akta notaris
apabila telah berumur 18 tahun atau sudah pernalkate
c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah baramgy ynenjadi obyek suatu
perjanjian, dimana barang yang menjadi obyek pgajamarus jelas dan pasti.
Menurut Pasal 1333 KUHPerdata bahwa barang yangadieaobyek suatu
perjanjian tersebut harus tertentu atau sekuranghigmya dapat ditentukan
jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak perlu disebutiaalkan kemudian dapat
dihitung atau dapat ditentukan. Ini berarti bahwadang-undang tidak
mengharuskan bahwa obyek tersebut sudah beradangart debitor pada
waktu perjanjian dibuat. Dan prestasi arus terteattinya ialah menetapkan
hak dan ekwajiban kedua belah pihak, untuk mencegudul perselisihan.
d. Suatu sebaltdusg yang halal
Pada Pasal 1337 KUHPerdata berbunyi :"Suatu setalblaterlarang, apabila
dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawdeagan kesusilaan baik
atau ketertiban umum.”
Mengenai 4 syarat tersebut di atas, dibagi menjadi
1. Syarat subyektif yaitu syarat pertama dan kedua, dan dua syarat
berikutnya
2. Syarat obyektif Mengenai syarat subyektif, jika tidak dipenuhi kaa
perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim yangktidakap atau yang
memberikan kesepakatan secara tidak bebas.
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Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatidam waktu 5 tahun
sejak terjadi kesepakatan (Pasal 1454 KUHPerdagjngga apabila tidak
diminta pembatalannya, perjanjian tersebut tetapgikat.

Perjanjian itu mengandung elemen-elemen sebagéuber

1. Adanya pihak-pihak, setidak-tidaknya harus ada @ang, inilah yang disebut
sebagai subyek dalam konsep hukum.

2. Adanya persetujuan diantara para pihak itu,alniyang disebut sebagai
konsensus.

3. Adanya obyek berupa benda yang diperjanjikan.

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai bersifat kedan yakni menyangkut harta
kekayaan

5. Ada bentuk tertentu, apakah itu lisan ataudnlfs

4. Pengertian Perjanjian Kredit

Lalu bagaimanakah dengan perjanjian kredit?, apakaig dimaksud
dengan perjanjian kredit itu sendiri?. Dari Black@ws Dictionary yang dikutip
oleh Djulhaendah Hasan, diproleh pengertian bah@medit is the ability of a
businessman to borrow money to obtain goods on timenconsequence of
favorable opinion held by the particular tendeas to his solvency and
reliability”.*° Sedangkan di dalam dunia bisnis kata “kredit” titan sebagai
“Kesanggupan dalam meminjam uang atau kesanggugan &nengadakan
transaksi dagang atau memperoleh penyerahan batangasa dengan perjanjian
akan membayarkannya kelak”.

Sedangkan pengertian Kredit berdasarkan Undangagnila. 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang — undang Nomi@hin 1992 tentang
Perbankan (selanjutnya disingkat dengan UU Perlmankeada pasal 1 ayat 11
kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau aagylang dipersamakan dengan

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatannpirjaneminjam antara bank

2 R, Subekti,Aneka PerjanjianCetakan Kesepuluh, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung. 1996. Hal. 78

*® Djulhaendah Hasan,embaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda \amig
Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azasiddban Horizontal (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1996), hal. 140-141

' A. Abdurrahman Ensikopedia Ekonomi, Keuangan Perdagangdakarta : Pradnya
Paramita, 1993, hal. 279.
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dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjartukirmelunasi hutangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberianasing

Perjanjian Kredit disebut juga dengan perjanjiamdaduluan dari
penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini meamdiasil permufakatan
antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai lgabdnubungan hukum
antar keduany® Oleh karena itu, pengertian perjanjian kreditkiterbatas pada
apa yang telah dijelaskan diatas akan tetapi ldbds lagi penafsirannya.
Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjiangsofprinsipil) yang bersifatiil .
Sebagai perjanjian prinsipiil, maka perjanjian jaarninya adalahssesoinya.

Pada praktek isi perjanjian kredit berbeda-bedarangatu bank dengan
bank lainnya, disesuaikan dengan jenis kebutuhamngrmasing.
jenis — jenis kredit yang didasarkan kepada :
a. Kelembagaannya
b. Jangka waktu
c. Penggunaan Kredit
d. Kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumeg gidutuhkannya
e. Aktivitas perputaran usaha
f. Jaminannya
g. Atau berbagai criteria lainyA.

Perjanjian kredit tersebut dapat mengacu padakete-ketentuan dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)atlppla berdasarkan atas
kesepakatan bersama, akan tetapi untuk aturamagaray memaksa harus sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata.

5. Isi Perjanjian Kredit .
Hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian kreditipogi definisi serta
istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjidumlah dan batas waktu

pinjaman, pembayaran kembali pinjamaep@yment hak si peminjam dan

%2 Indonesia,Undang-undang tentang Perubahan undang-undang Nofmahun 1992
tentang PerbankgrNomor 10 tahun 1998, Pasal 1 ayat 11.

¥ Mariam Darus BaruldzamarmBab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia
Bandung: PT Citra Aditya Bahkti,1991,hal.28

* Muhamad Djumhanadukum Perbankan di IndonesiéBandung : Citra Aditya Bakti,
2003), hal. 373
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dendanya apabila debitur lalai membayar bungakheraicantumkan berbagai
klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanigsebut®
Subyek-subyek dalam suatu perjanjian kredit adalah
a. Pemberi Kredit (kreditur)
Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomarahin
1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk siampdan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk tkdeah
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatieaaf
hidup rakyat banyak. berdasarkan Undang-undangelets
diatas, maka yang dimaksud kreditur adalah Banlanfignya
jenis bank menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undamgax 7
Tahun 1992 adalah bank umum dan Bank PerkreditdyaRa
(BPR).
b. Penerima Kredit (Debitur)

Rumusan mengenai penerima kredit diatur dalam Ugpdan
undang Nomor 7 Tahun 1992, akan tetapi menurutlRasa
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, “dalam pemberian
kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi
hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Bex&en
dengan hal tersebut pengaturan tentang debituk tchiatur
secara tegas siapa saja yang dapat menjadi dedddam,tetapi
hanya disebutkan bahwa debitur adalah orang yanglapat
fasilitas dari pihak kreditur (bank) berupa krediengan
kewajiban mengembalikan pada waktu yang telah dissp
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa debitualad
perseorangan atau badan usaha yang mendapatkandaed
wajib mengembalikan setelah jangka waktu yang telah

ditentukan.

% Ibid, hal 387
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Kredit perbankan dengan melihat kelembagaannyaladtllam arti pihak

yang terkait sebagai pihak pemberi dan pihak pererikredit terutama

menyangkut struktur kelembagaan pelaksana kreditséndiri. Adapun jenis

kredit dengan pengelompokan menurut kriteria kebsgaln ini, terdiri dari :

1.

Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Pemtah, atau Bank Swasta
kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atasutksi. Kredit ini
diberikan kepada dunia usaha untuk ikut membiaydiagian kebutuhan
permodalan, dan atau untuk membiayai pembeliantibbn individu untuk

membiayai kebutuhan hidup yang berupa barang majagsan

. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikaetr Bank Sentral kepada bank —

bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutiganakan sebagai dana

untuk membiayai kegiatan perkreditannya.

. Kredit langsung, diberikan oleh Bank Indonesgpdda lembaga pemerintah

atau semi pemerintah (kredit program). MisalnyalkBbmlonesia memberikan
kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksapaogram pengadaan
pangan, atau pemberian kredit langsung kepadanfegaatau pihak ketiga

lainya.

. Kredit (pinjaman antar bank), diberikan oleh lbbgang kelebihan dana kepada

bank yang kekurangan dan. Pelaksanaannya dapagorai@gn surat, sarana
telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, prompsorfissory note atau
sarana lainya. Dalam prakteknya pinjaman, antark b@ak terikat hanya
dengan bank di dalam negeri saja, melainkan jugatd@rkait dengan antar
bank di luar negeri.

. Prosedur Pemberian Kredit

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangagndNomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut diatas skpgata bahwa sebelum

menyetujui permohonan yang diajukan calon debitdukimendapatkan fasilitas

kredit, maka bank akan melakukan analisis seaavdis dan ekonomis terhadap

calon debitur untuk menentukan kemampuan dan kemeailan debitur tersebut

untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akamkdhatinya sesuai dengan

yang telah diperjanjikan.
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Yang dimaksud dengan aspek yuridis dari suassjapjian kredit,
yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan @leh karena itu analisis
secara yuridis yang akan dilakukan oleh bank texpachlon debitur meliputi
analisis terhadap terpenuhinya syarat-syarat salsuyeau perjanjian yang
tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ad&egepakatan di antara
kedua pihak yaitu pihak bank dengan pihak calontagieltakap untuk membuat
perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan adsngtu sebab yang halal.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis secaraormkoyang
digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitugde menggunakan prinsip
yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebaghe “Five C'S of credit
analisis” dan “Prinsip 4 P”. Prinsip The Five C@& credit analisis terdiri dari:

a. Character
Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelam seperti
sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cadup) keadaan
dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunderi
penilaian tesebut untuk mengetahui sampai sejaumama
iktikad/kemauan calon calon debitur untuk memenuhi
kewajibannya Wiilingness to pay sesuai dengan janji yang telah
ditetapkan.
Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangiaig
mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakiaanpihak
bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dafat-sifat
pribadi yang positif dan koperatif. Disamping ituempunyai
tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagausia,
kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam
menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktog gmminan,
sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampiwku
menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyadtiang baik
tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudaain h

b. Capital
Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahayang

dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, lag@o rugi-laba,
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struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yargedileh seperti
return on equity, return on investment. Dari kondisatas bisa
dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pendmay dan
beberapa besar plafon pembiayaan yang layak ddrerik

. Capacity

Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepadancal
debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kbarajya
dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akaiaydibdengan
kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaiam darhadap
capacity ini untuk menilai sampai sejauh mana hasiha yang
akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk mehysasepat
pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang teilsépakati
Pengukuran capacity dari calon debitur dapat ddakumelalui
berbagai pendekatan antara lain pengalaman meagelsdha
(business recondnya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola
(pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimaeagatasi
kesulitan). Capacity merupakan ukuran dability to pay atau
kemampuan dalam membayar.

. Collateral

Adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabilanytata calon
debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajiban@pllateral
diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masitha suatu
kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yamgnteika bisa
menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminaRada
hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berberkelziendaan bisa
juga collateral tidak berwujud, seperti jaminanbpdi portogch,
letter of guaranteerekomendasi

. Condition.

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkaondisi
ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha catbitud. Ada
suatu usaha yang sangat tergantung dari kondigkpeomian,
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oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonormgde usaha
calon debitur.

Permasalahan mengen@iondition of economyerat kaitannya
dengan faktor politik, peraturan perundang-undangegara dan
perbankan pada saat itu serta keadaan lain yangpemgaruhi
pemasaran seperti Gempa bumi, tsunami, longsorjir bdsb.

Sebagai contoh beberapa saat yang lalu terjadiaggegkonomi
yang bersifat negatif dan membuat nilai tukar rbhpmenjadi
sangat rendah, hal ini menyebabkan perbankan akamolak

setiap bentuk kredit invenstasi maupun konsumtif.

Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri d&@rsonality, Purpose, Payment dan Prospect

Personality menyangkut kepribadian dari calon naisabeperti riwayat hidup,

hobi, keadaan keluarga, dan status sosialpoBe menyangkut maksud dan

tujuan penggunaan kredit. Payment adalah kemampgalon nasabah untuk
mengembalikan kreditnya, dan Prospect merupakaaphar masa depan dari
usaha calon nasababh.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkahwa pada
dasarnya analisa kredit sangatlah penting, karemdisa kredit dapat berguna
untuk :

a. Menentukan berbagai risiko yang akan dihadagh blnk dalam memberikan
kredit kepada seseorang atau kepada badan usaha.

b. Mengantisipasi kemungkinan pelunasan kreditetars karena bank telah
mengetahui kemampuan pelunasan melalui anahsisflowusaha debitur.

c. Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jaagkaktu pemberian kredit yang
dibutuhkan oleh usaha debitur, sehingga bank dayedkukan penyesuaian
dengan struktur dana yang siap untuk digunakan.

d. Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur unelknasi kreditnya, baik
dari sumber pelunasan primer maupun sekunder.

Sebelum keputusan diberikan, para analisis kreditushh membuat
summary executivartinya berupa kesimpulan pokok dan argumentasyayey
akan menjadi pedoman pokok dan dasar hukum bagp@epemutus persetujuan

kredit untuk mengambil keputusan sesuai dengann@ma@si perkreditan yang
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telah diberi wewenang oleh pihak direksi bank. iDi grlihat bahwa persetujuan
pemberian kredit melalui tahapan-tahapan dalamsanialedit akan menimbulkan
pertimbangan jgdgement Pertimbangan ini setelah diberikan data logianak
menimbulkan keyakinan dan kemudian diikuti dengaatis keputusan, adapun
jenis-jenis keputusan pemberian kredit bank tewdsuwi: disetujui, ditunda untuk
disempurnakan atau ditoldk.

Apabila dari hasil analisis tersebut, bank nyetujui permohonan
yang diajukan oleh calon debitur, maka pemberfasilitas kredit akan
dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antaaakbselaku kreditur dengan
debitur selaku pemohon kredit yang disebut sebaggganijian kredit bank’

IV. Hak Tanggungan.
1. Dasar hukum Pengertian hak Tanggungan.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank sebagsitus lembaga
keuangan, sudah semestinya harus dapat membemrkimdpngan hukum bagi
pemberi dan penerima kredit serta pihak yang tenkendapat perlindungan
melalui suatu lembaga jaminan hukum bagi semuakpylaamg berkepentingan.
Oleh karena itulah maka dalam pemberian kredit dBamk haruslah ada
jaminannya, karena menurut Hartono Hadisoepraptang dimaksud dengan
jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada uredibtuk menimbulkan
keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewjiban ydagat dinilai dengan
uang yang timbul dari suatu perikatdrladi tujuannya adalah untuk memberikan
keyakinan kepada kreditur bahwa piutangnya akaenddalikan oleh debitur.
salah satu bentuk jaminan adalah dengan Hak Taggguberupa Tanah dan
bangunannya.

Sebelum berlakunya UUPA (Undang-Undang Pokok Agyardalam
hukum dikenal lembaga-lembaga hak jaminan atashtaystu: jika yang

dijadikan jaminan tanah hak barat, seperti Hakendom Hak Erfpachtatau Hak

** Roby KusnoDasar-Dasar PerkreditanYogyakarta, BPFE-UGM, 2005. hal.32

%’saefudin, “Perjanjian Kredit Sebagai Upaya PengamanPihak Bank”
saepudinonline.wordpress.com/2011/03/10/Perjankesdit-sebagai-upaya-pengamanan-pihak-
bank, diunduh 14 Mei 2012, pukul 20.18 WIB

*®* Hadi Soeprapto, HartorPokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan
Yogyakarta: Liberty,1984,hal 50
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Opstal lembaga jaminannya adalah Hipotik, sedangkan M#ik dapat sebagai
obyek Credietverband Dengan demikian mengenai segi materilnya mengenai
Hipotik dan Credietverbandatas tanah masih tetap berdasarkan ketentuan-
ketentuan KUH Perdata dan Stb 1908 Nomor 542 jo198¥ Nomor 190 yaitu
misalnya mengenai hak-hak dan kewajiban yang tindani adanya hubungan
hukum itu mengenai asas-asas Hipotik, mengenakaiag-tingkatan Hipotik
janji-janji dalam Hipotik dan Credietverbarid.

Dengan berlakunya UUPA, (UU Nomor 5 Tahun 1960)kanaalam
rangka mengadakan unifikasi hukum tanah, dibentuki@k jaminan atas tanah
baru yang diberi nama Hak Tanggungan, sebagai petiggmbaga Hipotik dan
Credietverbanddengan Hak milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Baag
sebagai obyek yang dapat dibebaninya Hak-hak katsgai obyek Hipotik dan
Hak Milik dapat sebagai obyek Credietverband tidala lagi, karena hak-hak
tersebut telah dikonversi menjadi salah satu hald pang diatur dalam UUPA.
Munculnya istilah Hak Tanggungan itu lebih jelaset@h Undang-Undang RI
Nomor 4 Tahun 1996 telah diundangkan pada Tangdgir® 1996 yang berlaku
sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut.

Salim HS mengemukakan bahwa, hak atas tanah yapat difadikan
jaminan hutang harus memenuhi syarat-syarat sebaghut:

1. Dapat dinilai dengan uang, karena hutang yajamdi berupa uang

2.Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum,err harus

memenuhi syarat publisitas

3.Mempunyai sifat dapat dipindah tangankan, karapabila debitur

cidera janji benda yang dijaminkan hutang akanadligimuka umum

4. Memerlukan penunjukan dengan undang-untfang

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah yeliunasan utang
tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakgrada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor yang lain. Dalam aréhtva jika debitor cidera janiji,
kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjuaaloigbelelangan umum

tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuantpexra perundang-undangan

** Sri Soedewi Masjehoefak Jaminan Atas TanalLiberty: Yogyakarta, 1975), hal. 6
* salim HS,Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonegilgkarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2004), hal. 98.
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yang bersangkutan, dengan hak mendahulu dari paditde-kreditor lainnya
(Pasal 1 angka 1 UUHT). .

Hak Tanggungan adalah jaminan atas tanah dan tefakasuk gadai,
kreditur hanya menguasai tanah dan rumah secandisywsaja berdasarkan
Undang-undang Hak Tanggungan. Debitur tetap measpakmegang hak tanah
yang bersangkutan yang menguasai secara yuridisfidén hak atas tanah
tersebut. Jadi apabila ada perjanjian kredit madgapjian kredit merupakan
Perjanjian Pokoknya sedang hak tanggungan yang agienjminannya
merupakan perjanjiaassesoif karena tanpa ada perjanjian pokok maka hak

tanggungan sebagai perjanj@assesoinya juga tidaklah ada.

2. Asas Hak Tangunggan

Pada asasnya yang menjadi obyek Hak Tanggungaahakak atas tanah
yang terdaftar dan dapat dipindahtangankan (seBasal 4 ayat (1) dan (2)
UUHT), tetapi di samping itu, sesuai dengan Pasalydt (4) UUHT, juga
dimungkinkan bahwa orang menjaminkan juga bangutemaman, dan hasil
karya yang ada atau akan ada, yang bersatu atdaumyzaakan bersatu dengan
tanah yang bersangkutan. Dari kata-kata “hak asasht berikut bangunan,
tanaman, dan hasil karya “, dalam Pasal 4 ayaUUMT tersebut diatas dan
diperkuat dengan katakatadapat dibeblamisamaandengan tanahnya”, dapat
dikatakan bahwa pembebanan benda-benda seperbuéersiatas, dilakukan
secara bersama-sama pada saat yang sama dengasbaearbtanahnya. Jadi
disini disyaratkan, bahwa pembebanan atas bangtaaamnan, dan hasil karya
yang telah ada dan akan ada dan bersatu dengdm yang dijaminkan, harus

dilakukan sekaligus, bersama-sama dengan pembehakaias tanahnya.

3. Ciri-ciri Hak Tanggungan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Hak Tanggurdjaabutkan
bahwa ciri-ciri dari Hak Tanggungan sebagai lembggainan hak atas tanah
yang kuat adalah :

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendalkdpada

pemegangnya.
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b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangiapapun obyek itu
Berada

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehinggatdnengikat pihak
ketiga dan memberi kepastian hukum kepada pihakkpityang
berkepentingan, dan

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusfhya.

4. Objek Hak Tanggungan
Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Tanggungarbutisgn juga bahwa
yang dapat dijadikan objek Hak tanggungan adalah :
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai atas tanah Negara yang wajib didaftartan dapat

dipindah tangankan.

5. Unsur Pokok hak Tanggungan
Hak Tanggungan adalah jaminan atas tanah dan tefakasuk gadai,
kreditur hanya menguasai tanah dan rumah secandisywsaja berdasarkan
Undang-undang Hak Tanggungan. Debitur tetap measpakmegang hak tanah
yang bersangkutan yang menguasai secara yuridisfidé&n hak atas tanah
tersebut. Beranjak dari pengertian di atas, dapgatild unsur pokok dari Hak
Tanggungan, sebagai berikut:
1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunaisang.
2. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanahiggSira
3. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahaliaaths tanah) saja,
tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-bendayéang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu
4. Utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepadaitlkretertentu

terhadap kreditur-kreditur laffs.

* Salim HS,0p cit, hal. 98
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6. Pihak-pihak dalam Hak Tanggungan

Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseoranganbatlan hukum
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbimtamm terhadap objek
Hak Tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan unalikukan perbuatan
hukum terhadap objek Hak Tanggungan sebagaimanakdud pada ayat (1)
harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saktffagan Hak Tanggungan
dilakukanbadan hukum yang mempunyai hak untuk nuékak tindakan hukum
berkenaan dengan hak tanggungan ters€but.

Sedangkan Penerima pemegang Hak Tanggungan adalafy alamiah
ataupun badan hukum, yang namanya badan hukumPasseroan Terbatas,
Koperasi, dan Perkumpulan yang telah memperolgbsstebagai badan hukum

ataupun yayasan.

V. SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan)
1. Alasan Penggunaan dan Penggunaan Surat Kuasa Mégbankan Hak
Tanggungan
UUHT lebih lanjut mengatur tentang bentuk perjamjiredit yang
memuat ketentuan adanya SKMHT (Surat Kuasa Memlii@panHak
Tanggungan) didalamnya.

Pada asasnya pemberian Hak Tanggungan wajib dihdalr dilakukan
sendiri oleh Pemberi Hak Tanggungan sebagai piaak yperwenang melakukan
perbuatan hukum membebankan Hak Tanggungan atssk oang dijadikan
jaminan. Namun apabila benar-benar diperlukan damhatangan, maka
kehadirannya untuk memberikan Hak Tanggungan damanu@tangani APHT-
nya dapat dikuasakan kepada pihak féin.

Ada 2 ( dua ) alasan penggunaan dan penggunaaat Buwasa
Membebankan Hak Tanggungan yaitu :

1). AlasanSubjektif antara lain :

* salim HS.,Pengantar Hukum Perdata Tertulis ( BWSinar Grafika, Jakarta, 2000,
hal. 115

* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tamgam Pasal 8 Ayat (1) dan
Ayat (2.

* Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia — Sejarah Pembentukan UUPA,d&si
Pelaksanaannyalilid 1, Djambatan, 2003, hal 444.
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a). pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiir hadapan
notaris/PPAT untuk membuat akta Hak Tanggungan
b). prosedur pembebanan Hak Tanggungan panjantg/ la
c). biaya penggunaan Hak Tanggungan cukup tinggi
d). kredit yang diberikan jangka pendek
e). kredit yang diberikan tidak besar / kecil
f). debitor sangat dipercaya / bonafid.
2). AlasanObjektif antara lain :
a). Sertifikat belum diterbitkan ;
b). balik nama atas tanah Pemberi Hak Tanggundamts - lakukan ;
c). pemecahan / penggabungan tanah belum selda&uldin atas nama
Pemberi Hak Tanggungan ;

d). roya / pencoretan belum dilakukan.

2. Proses Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggunga

Pemberian kuasa wajib dilakukan di hadapan seanateyis atau PPAT,
dengan suatu akta otentik yang disebut Surat Kudsmbebankan Hak
Tanggungan ( SKMHT ).
Bentuk dan isi SKMHT ditetapkan dengan Peraturamtite Negara Agraria /
Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1996. Formulirnya diseaimlolen BPN melalui
kantor pos ( Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun619EKMHT dibuat oleh
notaris atau PPAT yang bersangkutan dalam dua ga&@etauanya asli ( “in
originali” ), ditandatangani oleh pemberi kuasajgréna kuasa, 2 orang saksi dan
notaris atau PPAT yang membuatnya. Selembar disindp&antor notaris atau
PPAT yang bersangkutan. Lembar lainnya diberikgrallea penerimiuasa untuk
keperluan pemberian HT dan penggunaan APHT-nya.
Dalam penggunaan SKMHT tidak ada minuut dan tidadajdibuat “grosse”
sebagai salinannya. PPAT wajib menolak membuat ARididasarkan surat
kuasa yang bukan SKMHT “in originali”, yang formulya disediakan oleh
Badan Pertanahan Nasional dan bentuk serta isitgtagkan dengan Peraturan

Menteri*®

* Boedi Harsono.Qp. cit, hal. 445
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3. Larangan dan Persyaratan
Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 memuatn¢mma dan
persyaratan bagi sahnya SKMHT sebagai berikut :

1). Dilarang SKMHT memuat kuasa untuk melakukarbpatan hukum lainnya
daripada membebankan Hak Tanggungan. Tidak dilaergberi kuasa
memberikan janji-janji yang dimaksudkan dalam Pakhl ayat (2) UU
Nomor 4 Tahun 1996.

2). Dilarang memuat kuasa substitusi. “Substit@slalah penggantian penerima
kuasa melalui peralihan, hingga ada penerima kiasa

3). Wajib dicantumkan secara jelas obyek Hak Tangguo, jumlah utang, nama
serta identitas kreditornya, nama serta identigdstdr, apabila debitor bukan
pemberi Hak Tanggungan. Apabila persyaratan tetssdak dipenuhi atau
dilanggar larangan-larangan di atas, SKMHT yangsdmggkutan menjadi
batal demi hukum.

4. Perlindungan Bagi Kreditor Pemegang Kuasa Membeinkan Hak
Tanggungan

Kuasa untuk memberikan Hak Tanggungan tidak dapatild kembali
dan tidak dapat berakhir oleh sebab apapun jugga jika Pemberi Hak
Tanggungan meninggal dunia. Kuasa tersebut berakbetah dilaksanakan atau
telah habis jangka waktunya. Hal tersebut diatwholndang-undang dalam
rangka melindungi kepentingan kreditor sebagai kpigang umumnya diberi
kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan yang dtgerifi

5. Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan &k Tanggungan

( SKMHT)
Mengenai batas waktu penggunaan SKMHT diatur ddasal 15 ayat (3) dan
ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1996.
Apabila yang dijadikan obyek Hak Tanggungan haks a@nah yang sudah
didaftar, dalam waktu selambat-lambatnya satu bsksudah diberikan, wajib

diikuti dengan penggunaan APHT yang bersangkutada®gkan apabila yang

*® Boedi HarsonoQp. cit, hal. 446
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dijadikan jaminan hak atas tanah yang belum didaffangka waktu
penggunaannya dibatasi tiga bulan. Batas waktubtidgn berlaku juga bilamana
hak atas tanah yang bersangkutan sudah bersdrtifdtapi belum tercatat atas

nama Pemberi Hak Tanggungan sebagai pemegang hgdngdoaru

VI. COVER NOTE

Covernoteberasal dari bahasa inggris yang terdiri dari #ata yang
terpisah, yakni cover dan note, dimana cover Gearip dan note berarti tanda
catatan. Melihat dari arti kedua kata itu, malavernoteberarti tanda catatan
penutup. Dalam istilah kenotariatan arti demvernoteadalah surat keterangan,
yakni surat keterangan yang dikeluarkan oleh sgpNwtaris yang dipercaya dan
diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnyaugink penjamin dan sebagai
alat bukti yang kuat

Pada dasarnyaovernotemuncul sebagai surat keterangan tidak hanya
terjadi dalam hukum jaminan berupa sertifikat hakggungan, melainkan juga
dapat dikeluarkan oleh noteris dalam akta yangdeperti gadai, hipotik, fidusia.
Namun yang menjadi pembahasan dalam penulisan anyeh mengkaji hak
tanggungan mengingat bahwa rata-rata dalam penchkrmedit oleh bank bagi
debitur Bank lebih senang dan terbiasa mencairkaditkyang disertai dengan
hak tanggungan, yang objek jaminan hak tanggungamalah tanah. Apalagi
tanah bernilai ekonomi dan harganya tidak pernabntturun. Dan biasanya
hanya jaminan yang berupa hak tanggungan yang réwmersebualtovernote
karena hak tanggungannya lagi dalam proses royadatam proses balik hama
sertifikat ataupun karena hak tanggungannya masibpl hak milik adat dan
dalam proses pendaftaran hak di Kantor Pertanagi@mpat, maka agar kredit
debitur dapat segera cair walaupun surat tanah yamgadi hak tanggungan
belum selesai diproses maka dikeluarkantalernotesebagai pegangan bagi
pihak Bank bahwa jaminan yang menjadi hak tanggursgalang diproses oleh
notaries yang mengeluarkaavernotetersebut.

Dilihat dari bentuk suratnyaovernotehanyalah berupa surat keterangan
biasa dari notaris/PPAT bahwa surat-surat yang dledgadikan jaminan sedang
diproses oleh notaris/PPAT.
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Pada umumny&overnoteNotaris tidak ada aturan baku yang mengatur
mengenai bentuk dan tata cara penulisannya, akapi fgenulisan dagovernote
biasanya dilakukan atas kop surat Notaris, ditardgni dan dicap Notaris,
sedangkan lainya disesuaikan dengan proses apasgdagg dalam pengurusan

di kantor Notaris.

B.Pembahasan Masalah
1. Kepastian hukum covernote atas jaminan hak tanggungan yang

diterbitkan oleh pejabat (Notaris/PPAT) untuk kepertingan para pihak?

1.Perjanjian Kredit secara umum.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yapmatddipersamakan
dengan itu , berdasarkan persetujuan dan kesepagaigm meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pesnmjuntuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pesnbleunga (Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubat@nUndang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Pinjaman uang menyebabkan timbulnya hutang yangshdibayar oleh
debitur menurut syarat-syarat yang ditetapkan dakumtu pinjaman atau
persetujuan untuk membuka kredit. Seseorang yamglapatkan kredit dari bank
merupakan orang yang mendapatkan kepercayaanahi b

Dalam hal pemberian kredit, pihak bank selaku kuediseringkal
menentukan berbagai persyaratan yang harus dipeolghi pihak nasabah
(debitur) sebelum memperoleh kredit. Apabila pihdsabah telah memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak pamdka kredit bisa diperoleh.
Untuk memberi kepastian adanya suatu ikatan hukotara bank dengan pihak
nasabah sebagai penerima kredit, maka dibuatlain peasetujuan atau disebut
juga perjanjian kredit bank.

Mariam Darus mengatakan bahwa perjanjian kreditlahdgerjanjian
pendahuluan yang bersifiednsensuisedangkan penyerahan uangnya bersifat riil.
Dalam aspekkonsensuildan riil perjanjian kredit memiliki identitas sendiri

dengan sifat-sifat umum sebagai berikut :
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1. merupakan perjanjian pendahuluaoarovereenkompgtlari perjanjian
penyerahan uang;

. perjanjian kredit bersifat konsensuil;

. perjanjian penyerahan uangnya bersifat riil;

. perjanjian kredit termasuk dalam jenis perjanggandar;

. perjanjian kredit banyak dicampuri pemerintabh;

. perjanjian kredit lazimnya dibuat secara rekgrioran;

. perjanjian kredit harus mengandung perjanjiaminan;

. perjanjian kredit dalam aspek riil adalah pgrgansepihak;

© 00 N O 0o A W DN

. perjanjian kredit dalam aspek konsensuil adgahanjian timbal
balik.*’

Secarayuridis normatif perjanjian kredit bank yang sudah disepakati
menimbulkan akibat hukunrgchtsgevoll yang mengikat dan harus dijalankan
dengan itikad baik. Hal ini secara tegas dinyatattalam Pasal 1320 jo. Pasal
1338 KUHPerdata.

Dilihat dari jenis perjanjian, perjanjian kreditridamerupakan perjanjian
timbal balik, artinya jika pihak bank dan debitistalkk memenuhi isi perjanjian
maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainegsuai dengan jenis
prestasinya. Penyerahan uang dalam perjanjiantksadk merupakan perjanjian
sepihak, artinya jika pihak tidak merealisasikamgmnan uang maka debitur tidak
dapat menuntut bank dengan alasan ingkar janjijki@mjuga sebaliknya kalau
debitur tidak mau mengambil pinjaman uang setelderilahukan oleh bank
maka bank tidak dapat menuntut debitur.

Pada saat perjanjian kredit disepakati oleh paraakpi dengan
dibubuhkannya tanda tangan pada perjanjian kredgebut maka semua hal
mengenai hak, kewajiban serta syarat yang terddpktm perjanjian kredit
tersebut secara sah telah berlaku sebagai undatagrgrbagi para pihak yang
membuatnya, yaitu kreditur (bank) dan debitur. Haldiatur dalam Pasal 1338
KUHPerdata.

Perjanjian kredit dalam prakteknya mempunyai 2 iefft

* Mariam Darus BadrulzamaPRegrjanjian Kredit BankBandung: Alumni, 1996, hal. 179
B Sutan,Remy Sjahderi{ebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang SeimBaigg
Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesi#akarta : Institut Bankir Indonesia, 1993, hal
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1. Perjanjian dalam bentuk Akta Bawah Tangan (did&lam Pasal 1874
KUHPerdata)
Akta bahwa tangan mempunyai kekuatan hukum pendoukdpabila
tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakeih glang
menandatanganinya. Supaya akta bawah tangan tiddahrdibantah
maka diperlukan legalisasi oleh Notaris yang béakiakta bawah
tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktiantsegta otentik.
2.Perjanjian dalam bentuk Akta Otentik (diatur dalaPasal 1868
KUHPerdata)
Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mema yang
artinya akta otentik dianggap sah dan benar taepla pnembuktikan
atau menyelidiki keabsahan tanda tangan dari phek.p
Jaminan merupakan salah satu factor yang menjadibnpen penting
dalam pemberian kredit karena dalam pemberian tkye@aig menjadi perhatian
dan sering harus dimiliki oleh seorang debitur adgbminan, karena jaminan
inilah yang menentukan besar dan kecilnya sebuatditkyang dapat diterima oleh
seorang debitur yang hendak mengajukan dan meminjang kepada Bank
selaku kreditur disamping kondisi ekonomi yang ldinioleh seorang debitur.
Dan Dalam kegiatan bank yang memberikan fasilitaglik adanya barang untuk
jaminan pembayaran hutang debitur merupakan ureuy gangat penting sebab
suatu kredit yang tidak memiliki jaminan yang cukmpngandung bahaya yang
besar. Keadaan keuangan debitur mungkin saja sédakaterduga jatuh pada
situasi gawat, sehingga debitur tidak mampu lagmiveyar hutangnya. Jika
keadaan itu terjadi maka jaminan yang ada harusidiBila hasil penjualan tidak
cukup untuk melunasi hutang debitur, maka kredi&ung dirugikan.
Dalam sebuah perjanjian kredit, isinya antara éaialah :
1. Besarnya kredit
Jenis dan Jangka waktu kredit
Tingkat bunga dan biaya lainnya

Cara pembayaran atau pengembalian

ok DN

Jaminan.

182
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2.Jaminan pemberian kredit dengan Hak Tanggungan
Adanya jaminan ini sangat penting kedudukannya ndafaengurangi
resiko kerugian bagi pihak bank (kreditur).
Adapun jaminan yang ideal dapat dilihat dari :
1. dapat membantu memperoleh kredit bagi pihak yaeerlukan
2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si peneriknedit untuk
meneruskan usahanya
3. memberikan kepastian kepada kreditor dalambatiiva apabila perlu,
maka diuangkan untuk melunasi utang si detiitor.
Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakiaanadari utang-
utangnya sebagaimana dapat diketahui dari pasal Kitab Undang-undang

perdata yang berbunyi “ segala kebendaan yang ikinuleh yang berutang

(debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak &@eig baik yang sudah ada
maupun yang baru akan ada dikemudian hari mengadjgungan untuk segala
perikaatan perorangan. Dalam dunia perbankan jammerupakan salah satu
factor pengukur terhadap resiko yang mungkin akamaul dalam pemberian
sebuah kredit karena hanya dengan jaminan mak&orgsing mungkin akan

muncul dapat diperkecil dan diminimalisasi.

Jaminan yang akan dijadikan agunan dalam pembériegit termasuk
dalam hal ini jaminan berupa tanah pada umumnyashaemiliki pertimbangan
yang menjadi persyaratan utama yaitu :

1. Secured

Artinya bahwa benda yang dijadikan jaminan kredituslah dapat diikat

secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan yraratdan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga apabila terjadprestasi dari debitur
maka Bank sebagai kreditur mempunyai kekuatan wguridntuk
melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikaimgn.

2. Marketable

* R.Subektj Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termablalk Tanggungan)
Menurut Hukum Indonesi&@lumni Bandung, 1996, hal. 29
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Artinya bahwa benda yang dijadikan jaminan apabédadak dieksekusi
dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunalsirh kewajiban
debitur.

Dalam kehidupan sehari-hari, kkmampuan sebagiatudehasih terbatas
dalam menyediakan jaminan, kondisinya yang lemaigkat perkembangan
usaha yang masih awal maupun prospek usahanyakgaiagmgkala belum jelas
disebabkan karena pandangan ke depan serta pesandaglum dimiliki dengan
baik. Bahkan tidak jarang sistem pembukuan yareguepun tidak dimiliki oleh
sebagian debitur tersebut. Dengan demikian tidakmenehi kualifikasi
perbankan. Hal ini disebabkan rendahnya pengetatkeiarbatasan informasi
perbankan menyebabkan pengetahuan tentang aspekdrbatas. Keterbatasan
penyediaan jaminan oleh masyarakat guna mempekoésht yang diharapkan,
pihak bank meringankan ketentuan-ketentuan yangshdipenuhi oleh calon
debitur, yaitu khususnya dalam hal tanah.

Pihak bank menyadari bahwa dengan tingkat pengatalgang rendah,
dan keterbatasan informasi masih banyak yang meaggan bahwa bukti
pembayaran obyek pajak merupakan bukti pemilikak &tas tanah. Bukti
pembayaran obyek pajak biasa disebut dengan SRRat (Semberitahuan Pajak
Terutang) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jend®ajlak. Dan masih banyak
masyarakat yang kesadaran untuk mensertipikatkaahig/a kurang, sehingga
tanah-tanah yang ada di pedesaan masih banyak rdestgtas hak-hak lama
(adat), misalnya: bekas yasan/gogol, petok D, gmiiil, dan lainlain.

Yang lebih rumit lagi jika tanah-tanah dengan hdlatatersebut sudah
dialihkan secara di bawah tangan dengan sistemgsgléercaya saja, di sini
tanahnya dikuasai tetapi kepemilikannya tetap bah&ampai turun-temurun.
Contoh lain, pada saat sebelum berlakunya PeratBeamerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masyarakatpgarnya agak sedikit
berubah, dengan beralihnya suatu kepemilikan Hals ATanah tersebut
masyarakat mulai banyak yang memakai jasa Pejabatb®at Akta Tanah
(selanjutnya disingkat PPAT) untuk dibuatkannyaaakeralihan hak tetapi
kebanyakan tidak didaftarkan untuk disertifikatk@nBadan Pertanahan Nasional
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(BPN) melainkan hanya membuat akta saja. Jadi, anakgt beranggapan bahwa
sudah mempunyai akta peralihan hak dari PPAT skidah

Dalam rangka memenuhi Pasal 51 Undang-Undang Néniahun 1960
tentang Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnyasindkat UUPA),
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 199%tgnHak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Derigaah, Lembaran
Negara Nomor 42 Tahun 1996 dan Tambahan LembargarBl&omor 62 Tahun
1996 (selanjutnya disingkat UUHT). Setelah diundamgmya UUHT maka hak
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah setewmidimaksud dalam
UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda laangy merupakan satu kesatuan
dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertenémbarikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kredreditur lain (Pasal 1 angka
1 UUHT).

Di samping itu, dengan lahirnya UUHT tersebut makéuk pemberian
kredit oleh kreditur (Bank) kepada debitur dapapeauhi, artinya kepentingan
para pihak terakomodir dengan jelas dan pasti,ithatlitunjukkan pada tanah
tanah yang disinggung di atas yaitu tanah konvexkihak adat yang memenuhi
syarat untuk didaftarkan dapat diberikan kreditn@en diterimanya hak atas
tanah belum terdaftar (hak adat) oleh Bank sebaganan dalam memperoleh
kredit maka menurut UUHT posisi kreditur akan kugdjtu sebagai kreditur
preference (kreditur yang mempunyai kedudukan ydngamakan daripada
kreditur-kreditur lain) dan tidak khawatir pada suasaat debitur akan
wanprestasi.

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisk/kaditur oleh
karena itu setiap perjanjian kredit selalu diikoiéh pengikatan jaminan. Semua
perjanjian pengikatan jaminan bersifatcessoir artinya perjanjian pengikatan
jaminan eksistensinya tergantung pada perjanji&olkpgaitu perjanjian kredit. Di
Indonesia dikenal beberapa lembaga jaminan untukamen kredit perorangan
maupun badan usaha. Lembaga Jaminan yang dikemddhadGadai, Hak
Tanggungan dan Fidusia.

Kedudukan kreditur dalam jaminan kebendaan adaddtagai kreditur

preferenyang didahulukan daripada kreditur lain dalam pemgkn pelunasan
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piutangnya dari benda objek jaminan, bahkan dala@maiktan debitur (tidak
mampu membayar utang), ia mempunyai kedudukan aelkagditur separatis.
Sebagai kreditur separatis, ia dapat bertindalakeolah tidak ada kepailitan pada
debitur, karena ia dapat melaksanakan haknya umaliékukarparate eksekusi

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankda pak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam UUPA tentang Peratuesmar OPokok-pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-bendan Igang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utatgntier yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertegrtuadap kreditor-kreditor
lain (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 TaH86 ITentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang aiark Dengan
Tanah/UUHT).

3. Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan

Pembebanan hak tanggungan diawali dengan tata peardoerian hak
tanggungan, di mana pemberian Hak Tanggungan didati@ngan janji untuk
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunatsang tertentu, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjiziang piutang yang
bersangkutan atau perjanjian lainnya yang meninaouikang tersebut.

Sesuai dengan sifadccesoir dari Hak Tanggungan, pemberian hak
tanggungan haruslah merupakan ikutan dari perjam@kok yaitu perjanjian
yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yédijanin pelunasanya
(Pasal 10 ayat (1) UUHT). Jadi pemberian hak tanggan baru dapat
dilaksanakan apabila perjanjian kreditnya telablkdianakan.

Mengenai yang berhak untuk memberikan hak tanggunigardasarkan
penjelasan umum UUHT angka 7 jo. penjelasan ataal &% ayat (1) UUHT
yaitu wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tgmggan, dalam hal ini pemilik
hak atas tanah, mengingat "pada asasnya tindakammhbarus dilakukan oleh
yang berkepentingan sendirf’Namun hal ini tidaklah mutlak, karena undang-

undang masih memberikan kemungkinan, yaitu selamilk obyek hak

*% Satrio,Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggurigizku 2, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1998, him. 23.
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tanggungan yang dapat mengikatkan hak tanggungesebtd orang lain
diperkenankan dengan ketentuan jika memang bemarbeiperlukan, yaitu
dalam hal pemberi hak tanggungan tidak dapat hddithadapan PPAT,
diperkenankan penggunaan Surat Kuasa Membebankdn THaggungan
(SKMHT).

Terhadap tanah-tanah yang berasal dari hak lamai yak kepemilikan
atas tanah menurut hukum adat dapat dijadikan oBjeMHT seperti yang
dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) UUHT. Menurut PaSaayat (4) UUHT,
“Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenaiates tanah yang
belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan AkRBemberian Hak

Tanggungan selambat-lambatnya 3 bulan sesudahkdibér

4. Timbulnya Covernote.

Pembuatan SKMHT oleh Notaris/PPAT pada prakteknylakukan
setelah perjanjian kredit sudah ditandatangani kietitur dan debitur, SKMHT
tersebut dikuasakan kepada kreditor untuk ditingkatmenjadi APHT. Adapun
yang menjadi faktor penyebab penggunaan SKMHT ada&hwa objek tanah
yang dijadikan sebagai jaminan kredit belum teetadtau belum di lakukan roya,
atau pun dalam proses pemecahan dan dapat jugaakbetum disertifikat.
Umumnya kreditor dalam menyalurkan dananya tidakerma jaminan yang
tanahnya belum terdaftar, namun dalam praktekngagian sebuah kredit dapat
dilaksanakan apabila Notaris maupun PPAT telah eta@kgn bahwa terhadap
tanah yang dijaminkan tersebut sedang dikerjak&antlor Notaris/PPAT dan
Notaris/PPAT membuat catatan khusus atas jaminlamainggungan tersebut atau
dikenal dengan istilahCovernote” yang menyatakan bahwa tanah tersebut saat
ini masih dalam pengurusan oleh Notaris.PPAT didBaBertanahan Nasional
setempat dimana objek Hak Tanggungan berada.

Dalam prakteknya dengan adaro@vernoteberarti jaminan masih belum
bisa dijadikan hak tanggungan langsung karena ndeddm proses pengurusan,
oleh karena itulah setelah perjanjian kredit detattan menanda tangani SKMHT
dihadapan Notaris/PPAT sampai dengan suratnya dappasang hak

tanggungannya.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUHT, SKM¥]ib dibuat
dengan akta Notaris atau PPAT dan memenuhi petayssabagai berikut:

a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatarurhukain daripada
membebankan Hak Tanggungan.

b. tidak memuat kuasa subtitusi.

c. mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggumgasah utang dan nama
serta identitas kreditornya, nama dan identitastolepabila debitor bukan
pemberi Hak Tanggungah.

Dalam perjanjian kredit dengaoovernote dari notaris/PPAT, sebelum
Covernote dikeluarkan oleh Notaris ataupun PPAT sebelumnyausheh
melakukan pengecekan kepada badan pertanahan aap@nahnya sudah
bersertifikat atau meminta surat keterangan balwah yang dijadikan objek hak
tanggungan tidak bermasalah dan bersengketa kepatinsi pemerintahan
setempat dalam hal ini Lurah maupun Camat danasetél barulah dapat
membuat keterangan berupavernote

Tidak ada satu pasal pun baik dalam Undang-undabgtgn Notaris
maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indarfésmor 37 tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yapat ditafsirkan sebagai
kewenangan Notaris ataupun PPAT untuk mengeluaskiaat keterangan yang
disebut sebagacovernote Oleh karena itu jika dilihat bagaimana kekuatan
mengikatnya, dengan hanya selembemvernote yang dikeluarkan oleh
Notaris/PPAT yang biasa dijadikan sebagai penggantinan oleh Bank maka
Covernotebukan akta otentik, oleh karena tidak ditegaskaand undang-undang
perihal kewenangan Notaris maupun PPAT, untuk maagen covernote
Apalagi dalam UUJN tidak pernah ada satu pasal yaeggindikasikan sebagai
akta otentik, tetapi ia hanya berupa surat ketenang

Notaris maupun PPAT disini mengeluarkaovernotetidak sembarang asal
memberikan surat keterangan mengenai debitur sepagderi hak tanggungan,
dapat dipercaya untuk dicairkan kreditnya. NoOtBFAT sebelumnya harus

melakukan pengecekan pada badan pertanahan mangtamsi pemerintahan

>! Boedi HarsonotHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-bim&@akok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannydjambatan, Jakarta, 2003, hal. 192
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bahwa tanah tersebut sebenarnya telah terdaftan d@pat memenuhi
persayaratan administratif untuk dikeluarkan s&dtfhak tanggungannnya. Oleh
karena itulah kreditur/pihak bank berani mencairkaadit hanya berdasarkan
covernotekarena dengan keyakinan bahwa pasti Kreditur/Bdsa memperoleh
sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh @a@ertanahan. Tidak perlu
ada rasa was-was dari kreditur/Bank kalau debiwrwanprestasi yang akan
menyebabkan kreditnya macet, karena suatu waktukregitur/Bank tetap akan
memperoleh sertifikat hak tanggungan yang meniiuatan hukum yang dapat
mengikat perjanjian atau pencairan kredit denggekojaminan hak tanggungan.
Sebagaimana dalam sertifikat hak tanggungan, KmeéBank akan memilki
kekuatan hukum untuk mengeksekusi objek jaminantéwaggungan jika debitur,
pada akhirnya tidak mampu mengembalikan kredit apign, maka tidak
dipermasalahkan lagcovernotenya. Kreditur/Bank tetap jauh dari ancaman
pinjaman yang tidak akan dikembalikan oleh debitur.

Tidak ada dasar hukum penerbitaovernote, tetapi dalam praktik
berdasarkan kebiasaan dan tidak merugikan bagk-pif@ak yang bersangkutan
maka covernote bukanlah perikatan yang terlarang atau perikatangytidak
memenuhi syarat sahnya perjanjid@overnotelebih cenderung dikategorikan
sebagai perikatan yang lahir karena perjanjian bbleaena undang-undang atau
juga dapat dikatakan sebagai perikatan yang lalin gerjanjian karena
berdasarkan hukum kebiasaan.

Covernotemuncul hanya dikarenakan kebutuhan praktik yangdesak
oleh karena adanya pihak-pihak tertentu memerlukasernoteyaitu dari pihak
debitur sebagai pihak yang ingin agar kredit yargjudannya dapat dicairkan
oleh pihak bank, dan Pihak Bank sebagai pihak yiagg agar kredit yang
diajukan debitur cepat dapat dicairkan oleh kaadam prakteknya Bank terjadi
persaingan usaha, sehingga apabila proses pendaiegiitnya terlalu lama
mereka khawatir debitur akan mencari kreditur ydaig. Oleh karena itulah
dalam praktek kurang dokumen atau data jaminan yhmgjiki oleh seorang
debitur diselesaikan dengan diterbitkanogaernoteagar kredit dapat segera cair
karena Seorang Notaris/PPAT sebagai pejabat umurg glgpercaya sehingga

surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorangriSR®AT dianggap adalah
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sudah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkaponsibility oleh
Notaris tersebut sehingga para pihak merasa tedangaman sehingga kredit
dapat dicairkan..

Covernotehanya berisi surat keterangan maka ia adalah bpkatuk
hukum sebagai bukti agunan seperti SKMHT, APHTudid, personal garansi,
borgtocht. Sehinggacovernotetidak mungkin memilki kekuatan hukum yang
mengikat secara hukunte@al binding bagi debitur pemberi hak tanggungan dan
kreditur pemegang hak tanggung&uovernotehanya dapat dikatakan mengikat
secara moral yang muncul berdasarkan praktik dantkban, dan mengikatnya
itu hanya mengikat Notaris apabila Notaris tersefdéik menyangkali tanda
tangannya.

Covernote hanya menjadi pegangan sementara dari Bank hingga
diserahkannya seluruh akta dan jaminan yang teldhftdrkan melalui jasa
Notaris atau PPAT. Kreditur yang menerig@ernoteuntuk mencairkan kredit,
dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepssoaynaka tidak mungkin
bagi debitur yang memilki objek jaminan yang diildggngan hak tanggungan
tidak akan keluar sertifikatnya.

Bank pada dasarnya tetap memiliki semua hak-halg yaaa dalam
ketentuan UUHT sebagai kreditur yang diutamakam jdebitur wanprestasi.
Intinya, Bank mustahil mengeluarkan kredit untulsatzah yang tidak memilki
objek jaminan, jika tidak melakukan penilaian teldya objek jaminan terlebih
dahulu perihal layak atau tidak kemudian objek jmami tersebut dijadikan
jaminan, apabila dikemudian hari Bank tidak mamagi Imendapat pelunasan

piutang kreditnya dari debitur.

2. konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat
(notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam penyeleaian cover note
menjadi Hak Tanggungan.

Secara umum prosedur pemberian kredit dengan janklak Tanggungan
yang diajukan calon debitur kepada kreditur, yaalgm hal ini adalah pihak bank
yaitu dengan melalui prosedur seperti dibawah ini :
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. Calon debitur mengajukan permohonan kredit dan erwmkan
berkas-berkas yang diperlukan dan telah ditentydaak bank dalam
pengajuan kredit;

. Calon debitur mengisi formulir permohonan kreditnga telah
disediakan oleh pihak bank. Setelah formulir diishgan lengkap dan
benar, formulir tersebut kemudian diserahkan kenkeglada bank;

. Pihak bank kemudian melakukan analisis dan evakradit atas dasar

data yang tercantum dalam formulir permohonan kreéeisebut.

Tujuan analisis ini adalah untuk memastikan kelsmadata dan
informasi yang diberikan dalam permohonan kred#lai® itu, hasil

analisis dan evaluasi kredit ini digunakan sebagaar pertimbangan
akan diterima atau ditolaknya permohonan kredseteut.;

. Apabila terhadap hasil analisis dan evaluasi krediton debitur
dinyatakan layak oleh pihak bank untuk memperoleddik, maka

kemudian dilakukan negosiasi antara kedua beladkpiyaitu pihak

bank dan calon debitur. Negosiasi kredit ini anti@i@ mengenai
maksimal kredit yang akan diberikan, keperluan itrgangka waktu

kredit, biaya administrasi, denda, bunga dan sebgga

. Apabila telah terjadi kesepakatan antara keduahbpidak maka
dilakukan penandatanganan perjanjian kredit yangupae surat
pengakuan hutang dengan pengikatan jaminan, danmihberupa

jaminan Hak Tanggungan, dihadapan PPAT dan pelptekt,

Setelah dilakukan pengikatan jaminan Hak Tanggundmm PPAT

telah memberikan keterangan bahwa calon debitwathkan telah
memenuhi persyaratan, baru kemudian bank meraibsaskredit

kepada calon debitdf.

Selanjutnya setelah perjanjian kredit direalisasikenaka langkah

selanjutnnya adalah melakukan perjanjian pengikjat@man dalam hal ini untuk

pembebanan hak tanggungan.

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakaruinetakrapa tahap

sebagai berikut:

2 Thomas Suyatno, 199®asar-dasar Hukum Perkreditaidisi Ketiga, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, hal. 32
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Tahap Pertama. Merupakan tahap pembuatan panapokok berupa

perjanjian kredit atau perjanjian hutang.

(2) Tahap Kedua. Merupakan tahap pembuatan AktebBeam Hak Tanggungan

(APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaditendatangani oleh
kreditur sebagai penerima Hak Tanggungan dan dedgfoagai pemilik hak
atas tanah yang dijaminkan (Pasal 10 (2) UUHT)abBaPasal 11(1) UUHT
disebutkan bahwa APHT memuat antara lain idenpigaa pihak, penunjukan
secara jelas utang-utang yang dijamin, nilai Hakngbaingan, uraian
mengenai obyek Hak Tanggungan, dan janji-janji Hakggungan.

Dalam praktek perbankan, pemberian Hak Tanggungang yditandai

dengan pembuatan APHT ini dapat dilakukan melakar2 yaitu:

(a) Penandatanganan APHT dilakukan oleh pemilikipam bersamaan dengan

(b)

3)

penandatanganan perjanjian kredit sebagai penapp&ok;

Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggu&iKMHT).

SKMHT dibuat karena pemilik jaminan tidak segerdakekan pembebanan
Hak Tanggungan pada saat penandatanganan perjadagait. SKMHT
adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh dadapaa PPAT atau Notaris
yang ditandatangani pemilik jaminan. Isi SKMHT aalpemilik jaminan
memberikan kuasa khusus kepada kreditur (bank)kunteanandatangani
APHT.

Tahap Ketiga. Merupakan tahap pendaftaran ARETKantor Pertanahan
setempat. Kantor Pertanahan menerbitkan Sertiflet Tanggungan yang
kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai pergdgak Tanggungan.

dalam tahapan diatas terlihat bahe@/ernotehanya bisa melindungi tahapan

pemberian hak tanggungan dengan menggunakan SKMmpa didaftarkannya

hak tanggungan, Karer@vernotehanyalah surat keterangan yang menyatakan

bahwa surat belum selesai dikerjakan oleh NotdP&/R, hal ini sesuai dengan

alasan kenapa SKMHT yang digunakan yaitu oleh karen

Pada asasnya pemberian Hak Tanggungan wajib ditdadir dilakukan sendiri
oleh Pemberi Hak Tanggungan sebagai pihak yang dmemg melakukan
perbuatan hukum membebankan Hak Tanggungan atssk ofang dijadikan

jaminan. Namun apabila benar-benar diperlukan damhatangan, maka
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kehadirannya untuk memberikan Hak Tanggungan damanuatangani APHT-
nya dapat dikuasakan kepada pihak ?din.
Ada 2 ( dua ) alasan penggunaan dan penggunaanh Kusaa Membebankan
Hak Tanggungan yaitu :
1). Alasan Subjektif, antara lain :
a). pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir semtlihadapan
notaris / PPAT untuk membuat akta Hak Tanggungan ;
b). prosedur pembebanan Hak Tanggungan panjangg/;la
c). biaya penggunaan Hak Tanggungan cukup tinggi ;
d). kredit yang diberikan jangka pendek ;
e). kredit yang diberikan tidak besar / kecil ;
f). debitor sangat dipercaya / bonafid.
2). Alasan Objektif, antara lain :
a). Sertifikat belum diterbitkan ;
b). balik nama atas tanah Pemberi Hak Tanggungambs -lakukan ;
c). pemecahan/penggabungan tanah belum seleskuldila atas nama
Pemberi Hak Tanggungan ;
d). roya/pencoretan belum dilakuk#n.
Mengenai batas waktu penggunaan SKMHT diatur d&asal 15 ayat (3) dan
ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1996. Apabila yang dkadi obyek Hak
Tanggungan hak atas tanah yang sudah didaftamdadktu selambat-lambatnya
satu bulan sesudah diberikan, wajib diikuti dengemggunaan APHT yang
bersangkutan. Sedangkan apabila yang dijadikannfamhak atas tanah yang
belum didaftar, jangka waktu penggunaannya dibageibulan. Batas waktu tiga
bulan berlaku juga bilamana hak atas tanah yargabgkutan sudah bersertifikat,
tetapi belum tercatat atas nama Pemberi Hak Tamggursebagai pemegang
haknya yang baru.
Terhadap tanah-tanah yang berasal dari hak lamai Yk kepemilikan
atas tanah menurut hukum adat dapat dijadikan oBjeMHT seperti yang
dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) UUHT. Menurut P&Saayat (4) UUHT,

>3 Boedi HarsonoQp cit, hal 444.
> Salim HS., Op cit, hal. 119
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“Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenaiates tanah yang
belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan AkRBemberian Hak
Tanggungan selambat-lambatnya 3 bulan sesudahkdibér

Namun oleh karena jangka waktu pensertifikatan lmeRroyek Nasional
Agraria dirasakan sangat lama. Sehingga dalam giak& upaya tersebut tidak
pernah dilakukan. Dengan demikian, untuk mengdtedua hambatan tersebut
hanya dapat dilakukan pembaharuan SKMHT sambil mgguw proses
pensertifikatan objek SKMHT yang belum terdaftasébut.

Namun dalam prakteknya ada beberapa Notaris/PPATg y@nggan
melakukan pembaharuan SKMHT karena sulithya mentamaa tangan para
pihak yang terlibat dalam SKMHT terutama pihak ti@byang sudah menerima
pencairan kredit dari bank dan Pihak bank sendirigymenganggap penanda
tanganan lagi SKMHT baru karena SKMHT yang lamaltdiabis seakan-akan
menganggu aktifitas dan kinerja Bank karena tekimga kredit walaupun hak
tanggungannya belum didaftar, maka biasanya pendadganan SKMHT
dilakukan dihadapan Notaris/PPAT langsung 2 (duau & (tiga) SKMHT
sekaligus untuk ditanta tangani oleh para pihalelalet perjanjian Kreditnya
dilaksanakan agar jika telah habis masa berlakpeypanjangan SKMHT lebih
praktis.

Setelah sertifikat hak atas tanah dikeluarkan, nsd@dasarkan SKMHT
dilakukanlah pembebanan Hak Tanggungan terhadagk oBKMHT tersebut
menjadi objek Hak Tanggungan. Berdasarkan hasiklgiem, semua SKMHT
tersebut dilanjutkan menjadi APHT. Oleh karena uelidak dapat hadir dalam
pembuatan APHT, maka dibuatlah SKMHT. Dengan deamikdlalam pembuatan
APHT debitur tidak ikut menandatangani APHT. Nantetap dapat didaftarkan
ke Kantor Pertanahan dengan melampirkan SKMHT yeteh ditandatangani
sebelumnya oleh debitur.

Namun dalam prakteknya kadang walaupun tanah ygadjlcan jaminan
hak tanggungan telah dilakukan pengikatan dengaMiSK dan kredit telah
dicairkan hanya berdasarkaovernotedari notaris bahwa tanah tersebut sedang
dalam proses dikerjakan oleh notaris/PPAT untuladikian hak tanggungan

adakalanya terdapat kendala dikemudian hari yangbuat tanah yang menjadi
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objek hak tanggungan tidak dapat dilakukan pemasanigak tanggungan
sehingga perjanjian kredit menjadi tidak mempurganinan dan disini pihak
yang dirugikan adalah pihak kreditur. Walaupun gkars hukum ini amat jarang
terjadi, tetapi Bank sebagai kreditur yang akangikan.

Sedangkan bagi debitur apabila tanahnya tidak higadikan hak
tanggungan maka debitur harus bertanggung jawalik unemberikan jaminan
yang lain, sedangkan bagi notaris tidak dapat dipganya hak tanggungan atas
jaminan yang telah diterangkan dalaovernotemaka notaris tidak bertanggung
jawab atas semua kegagalan itu karena Notaris/HR#Yalah sebagai pengurus
pemberian hak tanggungan. Disamping itu Notarisatlqgpga dikatakan tidak
bertanggung jawab sepanjang Notaris/PPAT telah mempbnyuluhan kepada
Kreditur dan Debitur tentang diterbitkann@avernote

Jika hal ini terjadi maka setidaknya Bank/kredittianya dapat
memperoleh perlindungan hukum melalui jalur med@esngan debitur dengan
meminta jaminan lain sebagai pengganti jaminan yaaak dapat dilakukan
pemasangan hak tanggungan atau melalui jalur péagatengan menempatkan
debitur sebagai tergugat yang melakukan perbuataglawan hukum
(rechtmatigheifl atau wanprestasi. Tentunya di sini kreditur/Baakan
menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya ldgmdmenuntut haknya agar
memperoleh pengembalian dana dari debitur, itugangemua alat bukti Bank
sempurnalfidend¢ dan memenuhi syarat untuk menjadi pihak yang ibeeaar
telah melakukan peristiwa hukum perjanjian pemineki@dit pada debitur.

Padahal jika Bank sebelumnya memiliki APHT dan iSkat hak
tanggungan, bukan hanya dengawvernote Maka Bank dengan gampang dapat
melakukan pencairan objek jaminan utang baik denpancairan melalui
eksekusi penjualan atas kekuasaan pemegang hajutagan peringkat pertama,
kreditur/Bank dapat meminta kepada Kantor Lelangyade agar dilakukan
penjualan objek jaminan kredit, kemudian hasil palgn objek jaminan kredit
tersebut diserahkan oleh kantor lelang kepada Bamiik pelunasan utang
debitur. Di samping itu penjualan juga dapat dikdw berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Negeri atau melalui penjualankofgminan secara di bawah

Akibat hukum..., Widya Indrayeni, FHUI, 2012 Universitas Indonesia



60

tangan setelah ada kesepakataangensudl antara pemberi hak tanggungan
dengan pemegang hak tanggungan.

Akhirnya, covernotewalaupun mengikat secara moral dan Bank berani
mengeluarkan kredit dengaovernote ditinjau dari sudut hukum perdata formil
nyatanya tidak memiliki kekuatan yang mengikat 8ansifat sempurna, namun
mengikat secara moral. Hanya dengan prinsip kétaditgn dan kepercaayan
Bank sudah mencairkan kredit lalu mengindahkanspgipublisitas (pembebanan
hak tanggungan tersebut harus dapat diketahui whethm) untuk itu terhadap
akta Pemberian Hak Tanggungan harus didaftarkan.

Oleh Karena nanti setelah didaftarkan hak tanggurmmau lahir. Tetap
menyisahkan persoalan dan ancaman kredit yang rhageBank yang memang
tidak hati-hati dan melakukan penilaian pada olgekinan hak tanggungan baik
secara hukum maupun penilain secara ekonomi. &apalijika Bank pada
akhirnya tetap dapat memperoleh sertifikat hak gangan mak&overnotetidak
akan pernah dipermasalahkan sebagai surat keteryagg menjelaskan bahwa
penerbitan APHT dan sertifikat hak tanggungan madsilam proses. Semuanya
kembali kepada para pihak yang melakukan perikdtam apa yang dilakukan
oleh Bank sebagai kreditur pemegang hak tanggudgandebitur pemberi hak
tanggungan. Terserah mau atau tidak mau menggurkatantuan hukum yang
sifatnyaprivat (perdata), dan memang hanya mengatur, mengikatumaidak

memaksa.
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BAB Il
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentargpvernotediatas maka saya sebagai penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Covernoteyang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT bahwa suragtian
yang dijadikan objek hak tanggungan sudah beradatadgan
Notaris/PPAT dan sedang dalam proses penyelesaiaKadtor
Instansi terkait tidak bisa memberikan kepastiarkuhu untuk
kepentingan para pihak, karen@overnote hanya berisi surat
keterangan dan bukan produk hukum sebagai buktnaagiseperti
SKMHT, APHT, fiducia, personal garansi, borgtocl#ehingga
covernotetidak mungkin memilki kekuatan hukum yang mengikat
secara hukumldgal binding bagi debitur pemberi hak tanggungan
dan kreditur pemegang hak tanggung&overnote hanya dapat
dikatakan mengikat secara moral yang muncul berkiasaraktik dan
kebutuhan karenacovernote sendiri tidak termasuk sebagai akta
otentik yang dapat dijadikan alat bukti walaupubudit oleh Pejabat
Umum dalam hal ini Notaris/PPAT. Disamping itu daldJndang-
undang jabatan notaris/PPAT sendiri tidak dijelaskéentang
wewenang dan tugas seorang notaris/PPAT untuk megrobvernote.

2. Konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihakanigna pejabat
(notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam pesg&@covernote
menjadi Hak Tanggungan adalah bahwa pihak yangi#teia nantinya
adalah pihak kreditur, sedangkan debitur yang tefabndapat
pinjaman kredit dari Bank maka apabila jaminanmyayata tidak bisa
dijadikan hak tanggungan maka debitur harus begiamg jawab atas
jaminan yang diberikannya, sedangkan bagi notamslis covernote
hanya mengikatnya secara moral saja, karena dikaloaatas

permintaan para pihak.
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SARAN

Dari uraian dan rangkaian kejadian dari sebab keYy@a sebuahcovernote
lahirnya perjanjian dan adanya hak tanggungan patdalidalamnya saya
menyarankan :

Covernote seharusnya dikeluarkan untuk surat-surat yang rjdiken oleh
notaris/PPAT yang jelas dan pasti kejelasan hukanagar tidak ada pihak yang
dirugikan kemudian apabileovernoteisinya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan
disarankan kepada Notaris/PPAT untuk memboavernote hanya sebatas
keterangan pengurusan saja, dan hal-hal lain dijp@mgurusan bukanlah
tanggung jawab Notaris, karena bisa saja nantirya-garacovernotenotaris
dituntut buat ganti rugi krn jaminan tidak dapattainggungkan dan debiturnya
wanprestasi. Dan juga disarankan kepada notarisflPBgar dalam setiap
covernoteyang dibuatnya ditambahkan keterangan bahwa sM®&AT tidak
bertanggung jawab apabila dikemudian harc@siernotetidak dapat diselesaikan

di Kantor pemerintahan setempat.
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NOTARIS - PPAT
EVA JUNAIDA, SH.

JI. Raya Condet No 27-C Telp. 841.2700 - 841.6997 Fax. 841.6997 Jakarta Timur 13520

SURAT KETERANGAN

Nomor :200 /PPAT/V2012

-Saya yeng bertanda tangan di bawah ini, EVA JUNAIDA, Sarjana Hukum, Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilaysh kerja kotamadys Jakarta Timur, beralamat di jalan
Rays Condet nomor 27-C, Bstu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur dengan ini

menerangaksan :

-bahwa atas sebidang tansh Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 39/Rawa Bunga yang
berlokasi di Jalan Pelita Ujung nomor 49, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 07,
Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, seluas + 202 m2.

( duaratu dus meter persegi) masih tercatat ates nama tuan ALEXANDER TUWERA.

behwa sebidang tansh tersebut diatas telah dibust Akta Jual Beli nomor
166//HGB/1989/Jatinegars, tertanggal 11 September 1989 dihadspen H. ZAWIR
SIMON, SH, selaku notaris di Jakerta, tercata tatas nama MUHAMMAD HASSAN.
-baliws atas sertipikat sebagaimana tersebut diates sedang dalam, proses perpanjangen
sertipikat dan proses balik nama sertipikat kestss nama Ahli waris dari tusn
MUHAMMAD HASAN dikantor Pertanahan kota Administrasi Jekerta Timur melalui
kantor saya dan akan selesai dalam jangka waktu + 6 (bulan)

Demikien surat keterangan ini yang sayas bust dengan sebenamya, agar dapat
dipergunskan sebagaimana mestinya.

- Jakartapt Mei 2012. -
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ITIL HIKMAH, SH,MKn

ims

E&um dan HAM RI No. C-163.HT.03.01 Th. 2007 Tanggal 18 Juli 2007

suU NGAN
Nomor : 05 /ZH/N/III/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, DZATIL HIKMAH, Serjana Hukum, Megister
Kenotariatan, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi, dengan ini
menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012 telah dilakukan pengecekan atas obyek Kuasa
intuk Menjual berupa Asii Sertipikat Hak Milik No. 00547/Telajung, yang terletak di,
Desa Telajung, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat yang terdaftar atas nama :
ACIP BIN AKAM,

2. 2. Pada hari ini Selasa, tanggal 6 Maret 2012, telah dilakukan penandatanganan Akta
Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 04 1 tanggal 6
Maret 2012, dan Akta Kuasa Untuk Menjual, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di
Kabupaten Bekasi, antara ACIP BIN AKAM,

3. selaku Pihak Pertama dengan Perseroan Terbatas P.T. Bank Perkreditan Rakyat "BPR
PRIMA NUSATAMA”selaku Pihak Kedua, berkaitan dengan Perjanjian Kredit
Nomor : 69-2) /SPK/KRD-PNT/BL/III/12, tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat oleh dan
antara ACIP BIN AKAM, '
selaku Debitur dengan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat “BPR PRIMA
NUSATAMA", selaku Kreditur.

Selanjutnya saya, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (FPAT), akan menindaklanjuti Akta
Kuasa Untuk Merjual berikut dokumen-dokumen tersebut, kemudian segera akan diserahkan
kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat "BPR PRIMA NUSATAMA® paling
lambat 1 (satu) bulan sejak Perjanjian Kredit.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. BANK.
PERKREDITAN RAKYAT “BPR PRIMA NUSATAMA” , berkedudukan di Tambun, Kab.Bekasi.

Bekasi, 6 Maret 2012

>

(DZATIL HIKMAH, S.H., M.Kn)
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